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MOTTO 
 
ٱ ُُمَلَ َلَاق َنيِذَّلٱ َّنِإ ُساَّنلٱاوُعََجَ ْدَق َساَّنل  ۟  َف ْمُكَلٱ َيِإ ْمُهَداَز َف ْمُهْوَشْخ  ۟اوُلَاقَو انً  ۟  اَن ُبْسَح
ٱ َمِْعنَو ُ َّللَّٱ ُليَِكوْل  
“(Yaitu) orang-orang (yang menta’ati Allah dan Rasul) yang kepada mereka ada 
orang-orang yang mengatakan: “Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan 
pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka”, maka 
perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab: “Cukuplah 
Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung.”1 
(QS. Ali Imran:173) 
 
“Barangsiapa yang memperbanyak istighfar 
Maka Allah akan melapangkan baginya dari kedukaan, 
Dan memberinya jalan keluar dari tiap-tiap kesempitan 
Dan memberikan kepadanya rezeki yang tiada diduga-duga.” 
(HR.Muslim,Abu Dauddan Nasa‟i)
 
1Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Jakarta: Lentera Abadi,2010). 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
Pedoman trasliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
1. Konsonan 
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta  tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf 
latin adalah sebagai berikut :  
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif 
Tidak 
Dilambangkan  
Tidak Dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث S|a Ṡ| Es (engan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح H{a Ḥ{ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka Dan Ha 
د Dal D De 
ذ Z|ai Z| Zet (dengan titik di atas) 
ix 
 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es  Dan Ye 
ص S}ad Ṣ} Es (dengan titik di bawah) 
ض D}ad Ḍ{ De (dengan titik di bawah) 
ط T}a Ṭ} Te (dengan titik di bawah) 
ظ Z}a Ẓ} Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘Ain …’… Koma Terbalik Di Atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
x 
 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah ...ꞌ… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal  bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
 
a. Vokal Tunggal 
Vokal Tunggal bahasa Arab  yang lambangnya berupa tanda  
atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :  
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fath}ah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
 
 Contoh :  
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Zukira 
3. بهذي Yazhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
xi 
 
Vokal  rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa 
gabungan antara harakat dan huruf maka trasliterasinya gabungan huruf, 
yaitu : 
Tanda dan Huruf Nama Gabungan Huruf Nama 
ى ……أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و ...... أ Fathah dan 
wau 
Au a dan u 
  
Contoh :  
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لوح Haula 
 
3. Maddah 
 Maddah atau vokal panjang  yang lambangya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama 
ي …….  أ  Fathah dan 
alif atau ya 
a>   a dan garis di atas 
ي …… أ Kasrah dan 
ya 
i>   i  dan garis di atas 
و  ……. أ Dammah 
dan wau 
u>   u dan garis di atas 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1.  لاق Qa>la 
xii 
 
2. ليق Qi>la 
3. لوقي Yaqu>lu 
4. يمر Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
Trasliterasi untuk Ta Marbutah ada dua : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah 
atau dammah trasliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya 
adalah /h/. 
c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh 
kata yang menggunakan kata sandang /al/  serta bacaan kedua kata 
itu terpisah  maka Ta Marbutah itu ditrasliterasikan  dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1.  لافطلأا ةضور Raud}ah al-at}fa>l/ raud}atul 
atfa>l 
2.  ةحلط T{alhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab  
dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu  tanda Syaddah atau Tasydid. 
Dalam transliterasi ini tanda Ssyaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, 
yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.  
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Trasliterasi 
1. اّنبر Rabbana 
xiii 
 
2, لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang  
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambankan dengan huruf yaitu      
لا. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata 
sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang 
diikuti oleh huruf Qamariyyah.  
Kata sandang yang diikuti oleh huruf  Syamsiyyah  ditrasliterasikan  
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/  diganti dengan huruf yang sama   
dengan huruf yang langsung mengikuti  kata sandang itu.  Sedangkan kata 
sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah  ditrasliterasikan sesuai dengan 
aturan  yang digariskan di depan  dan sesuai dengan bunyinya. Baik didikuti 
dengan huruf Syamsiyyah atau Qomariyah,  kata sandang ditulis  dari kata 
yang mengikuti  dan dihubungkan dengan kata sambung.  
Contoh :  
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1.  لجّرلا Ar-rajulu 
2.  للاجلا Al-Jala>lu 
 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditranslitesaikan denga apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir  kata. Apabila terltak di awal kata maka tidak dilambangkan karena  
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. 
Contoh :  
No Kata Bahasa Arab Trasliterasi 
1. لكأ Akala 
2. نوذخأت ta'khuduna 
xiv 
 
3. ؤنلا An-Nau'u 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab  tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam trasliterinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu  digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat.  Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka  
yang ditulis dengan huruf kapital adalah  nama diri tersebut, bukan huruf 
awal atau kata sandangnya.  
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya  memang lengkap demikian  dan kalau penulisan tersebut  
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf  atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan.  
Contoh :  
No. Kalimat Arab Transliterasi 
 لوسر لاإ دمحم امو Wa ma> Muhaamdun illa> 
rasu>l 
 نيملاعلا بر لله دمحلا Al-hamdu lillhi rabbil 
'a>lami>na 
 
 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata  baik fi’il, isim  maupun huruf  ditulis 
terpisah. Bagi kata-kata tetentu  yang penulisannya dengan huruf Arab  yang 
sudah lazim dirangkaikan  dengan kata lain karena ada huruf atau harakat  
yang dihilangkan  maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya  bisa 
dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa 
dirangkaikan.  
Contoh:  
xv 
 
No Kalimat Bahasa Arab Transliterasi 
1  نيقزارلاريخ وهل الله نإو Wa innalla>ha lahuwa khair ar-
ra>ziqi>n/ Wa innalla>ha lahuwa 
khairur-ra>ziqi>n 
 
2  نازيملاو ليكلا اوفوأف Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na/ Fa 
auful-kaila wal mi>za>na  
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ABSTRAK 
Niken Wulandari, 152121050,Pembatalan Perkawinan Karena 
Keadaan Istri Yang Mengalami Gangguan Jiwa (Studi Putusan Hakim 
Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 541/Pdt.G/2018/PA.Skh).  
 
Perkawinan adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT yang 
bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. 
Perkawinan haruslah memenuhi syarat dan rukun. Pasal 27 ayat (2) Undang- 
Undang Nomor 1 Tahun 1974dan juga pada pasal 72 ayat (2) KHI, tentang alasan 
pembatalan perkawinan. Diperluas pengertiannya, tidak hanya kekeliruan 
mengenai diri orangnya saja tetapi juga termasuk keadaan orangnya seperti 
penipuan. penipuan yang tersebut disini tidak hanya dilakukan oleh pihak pria saja 
tetapi dapat juga dilakukan oleh pihak wanita. Dari pihak pria biasanya penipuan 
dilakukan dalam bentuk pemalsuan identitas, dari pihak wanita biasanya 
menyembunyikan kekurangan yang ada pada dirinya. 
Seperti pada Nomor 541/Pdt.G/2018/PA.Skh) di Pengadilan Sukoharjo 
mengenai perkara pembatalan perkawinan dengan alasan merasa tertipu dengan 
keadaan isteri yang mengalami gangguan jiwa. Oleh karena itu penulis tertarik 
menulis mengenai pertimbangan dalam  putusan dan penerapan Undang- Undang 
Nomor 1 Tahun 1974. 
 Metode penelitian yang digunakan dapat disimpulkan jenis penelitian 
yang digunakan yaitu penelitian pustaka dengan analisis data kualitatif yang 
bersifat analisis, yang bersumber dari data sekunder yakni, sumber dari bahan 
bacaan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian, jurnal maupun 
internet.  
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bawasannya pembatalan 
perkawinan adalah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang 
telah berlangsung dengan ketentuan khusus. Dengan demikian pembatalan yang 
dilakukan oleh suami karena merasa di tipu oleh istri dan orang tua merupakan 
suatu yang dapat dijadikan alasan untuk pembatalan perkawinan. Pertimbangan 
hakim dalam hal ini sudah sesuai dan juga penerapan dalam Undang-Undang dan 
KHI sudah sesuai.  
 
 
Kata kunci: pembatalan perkawinan, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974,KHI 
 
 
 
 
xix 
 
 
ABSTRACT 
Niken Wulandari, 152121050, Marriage Cancellation due to  The 
Condition of Wife Having Mental Disorder (Study of Judgementof the 
Sukoharjo Religious Court) 
Marriage is a form of worship to Allah SWT that aims to form a family 
that is sakinah, mawaddah and warahmah. Marriage must meet the requirements 
and get along well. Article 28 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 and also 
Article 72 paragraph (2) of KHI, regarding reason for canceling a marriage. 
Expanded understanding, not only mistakes about the person but also including 
the person's condition such as fraud. The fraud here is not only done by the men, 
but can also be committed by women. On the part of men usually fraud is done in 
the form of falsification of identity, from the woman's side usually hides the 
deficiencies that exist in . 
 As in Number 541 / Pdt.G / 2018 / PA.Skh) in Sukoharjo Court 
regarding the case of marriage cancellation by reason of feeling cheated by the 
condition of the wife who has a mental disorder. Therefore the author is interested 
in writing about considerations in the decision and application of Law No. 1 of 
1974. 
The research method used library research with data qualitative analysis, 
which is sourced from secondary data, sources of reading material, official 
documents, books, research results, journals and the internet. Based on the 
conducted research , the marriage cancellation is to damage or cancel a marriage 
relationship that has been going on with special provisions. Thus the cancellation 
made by the husband because he felt deceived by his wife and parents can be used 
as an excuse of marriage cancellation. Judges' considerations in this regard are 
already in conformity and also the application in the Law and KHI is in 
conformity. 
 
 
 
  Keywords: marriage cancellation, Law Number 1 of 1974, KHI 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah  
Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri 
dimana setiap manusia memerlukan orang lain dalam hidupnya. Dimana 
sepanjang hidup manusia juga memerlukan orang lain dalam hal 
pergaulan. Allah SWT menciptakan manusia terdiri dua jenis, pria dan 
wanita dengan kodrat jasmani dan bobot kejiwaan yang berbeda yang 
ditakdirkan untuk saling berpasangan dan saling membutuhkan. Kemudian 
Allah SWT memerintahkan pria dan wanita untuk beribadah kepadanya, 
salah satunya perbuatan yang bernilai ibadah yaitu perkawinan.
1
 
Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang penting karena 
merupakan peristiwa yang sakral yaitu melangsungkan perkawinan 
merupakan sunnatullah dan sebagai penyempurna agama. Sesuai dengan 
anjuran telah tertuang didalam firman Allah SWT yaitu QS. Ar-Rum ayat 
21
2 
 دَوَم ْمُكَن ْ ي َب َلَعَجَواَه ْ يِلإ اوُنُكْسَِتل اًج اَوَْزأ ْمُكِسُف َْنأ ْنِم ْمُكَل َقَلَخ ْنَأ ِِهتَايا ْنِمَو ًة
 َنوُر كَف َت َي ٍمْوَِقل ٍتَاي لآكِلَذ فِ  نِإ ًةَْحَْرَو 
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 Ahmad Azhar Basyir, Hukum perkawinan Islam, (Yogyakarta: UII Press, 1990), hlm 1. 
 
      
2
 Ibid, hlm 1. 
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 “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung 
danmerasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa 
kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum [30]: 21).3 
 
Selain itu menurut Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 
Tentang Perkawinan yang menyebutkan perkawinan adalah ikatan lahir 
dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai 
suami isteri dengan tujuan membentukkeluarga (rumah tangga) yang 
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.Dari pengertian 
perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan, adanya ikatan lahir dan ikatan batin kedua-duanya harus ada. 
Ikatan lahir adalah ikatan yang dilihat, ikatan nyata yang mengungkapkan 
adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup 
bersama sebagai suami istri. Sebaliknya, suatu ikatan batin adalah suatu 
ikatan yang tidak dapat dilihat, hanya dapat dirasakan oleh kedua belah 
pihak yang menikah, seperti rasa saling mencintai, sayang, dan percaya. 
Walaupun tidak nyata, tapi ikatan itu harus ada karena tanpa adanya ikatan 
batin dan ikatan lahir akan menjadi rapuh.
4
 
Suatu perkawinan sah apabila sudah sesuai dengan pasal 2 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu 
“Perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 
agama dan kepercayaannya itu” dan juga harus dicatatkan, pernikahan 
                                                          
       
3
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahan, (Jakarta: Lentera Abadi,2010), hlm. 
114. 
 
       
4
 Wanjtik Saleh K, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980),hlm 14-
15. 
3 
 
dianggap sah menurut agama dan negara. Dan juga harus memenuhi 
semua syarat dalam perkawinan. Misalkan dalam perkawinan terjadi suatu 
hal yang merusak atau fasakh. Atau lebih jelasnya pernikahan yang fasakh 
pernikahan yang tidak memenuhi syarat nikah. Dalam hal bisa terjadi yaitu 
pembatalan perkawinan. 
5
 
Dalam fasakhnya perkawinan bisa terjadi karena tidak 
terpenuhinya syarat ketika berlangsungnya akad nikah, atau karena hal-hal 
lain yang dapat menyebabkan batalnya perkawinan yaitu :
6
 
1. Karena ada balak  (penyakit belang kulit) 
2. Karena gila  
3. Kerana penyakit kusta  
4. Karena adanya penyakit menular, seperti sipilis, tbc dan lain 
sebagainya. 
5. Karena adanya daging tumbuh dikemaluan yang menghambat 
maksud perkawinan (bersetubuh). 
6. Karena „anah (zakar laki-laki impoten, tidak hidup untuk 
jima‟) sehingga tidak dapat mencapai apa yang dimaksud 
dengan nikah.  
Selain itu adanya alasan-alasan lain yang dapat terjadinya 
pembatalan perkawinan didalam pasal 71-72 dalam Kompilasi Hukum 
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 Ibid, hlm 14-15. 
 
       
6
 Abdul Rahman Ghozali,Fiqh Munakahat,(Jakarta:Prenadamedia Group,2003).hlm 144. 
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Islam.Salah satunya dalam pasal 72 ayat (2) yaitu seorang suami atau isteri 
dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila padawaktu 
berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai 
diri suami atau isteri.
7
 
Dalam proses persidangan untuk melancarkan persidangan harus 
hadirnya kedua belah pihak. Selain kehadiran kedua pihak yang 
berperkara, hal lain sangat berperan penting dalam persidangan adalah 
posisi hakim sebagai pihak yang akan memutuskan perkara, juga sebagai 
pihak yang akan mendamaikan kedua belah pihak. Atas kewajiban hakim 
untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, sangat sejalan dengan 
tuntutan dan tuntutan ajaran moral Islam.
8
 Sering kali dalam hal ini 
dilakukan oleh tergugat yaitu tidak datang dalam persidangan. Padahal 
hakim diharuskan mendengarkan kedua belah pihak (Pasal 121 HIR 124 
R.Bg), ketika kedua belah pihak yang dipanggil dimuka sidang, mendapat 
perlakuan sama sehingga keputusan yang dihasilkan berdasarkan hukum 
yang tepat.Dalam hal ketidak hadiran tergugat inilah putusan yang 
dikeluarkan oleh hakim disebut dengan putusan verstek. Maksud utama 
sistem verstek dalam hukum acara adalah untuk mendorong para pihak 
menaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian 
perkara terhindar dari anarki atau kesewenangan.
9
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 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.382 
       
8
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9
 Ibid, hlm.383. 
5 
 
Dalam hal pembatalan perkawinan merupakan bukan suatu hal 
yang baru di masyarakat. Selayaknya dalam perkawinan seharusnya tahu 
keadaan dan latar belakang pasangannya sehingga kita mengenal 
seseorang yang kita nikahi dan tahu lebih jauh terhadap orang yang kita 
nikahi itu, tetapi dalam kasus ini tidak terjadi selayaknya seperti itu.  
Dilihat dalam kasus putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 
541/Pdt.G/2018/PA.Skh bahwa pemohon mengajukan pembatalan 
perkawinan karena penipuan keadaan diri istri dimana setelah akad nikah 
diketahui bahwa istrinya tidak waras/ tidak seperti orang normal.
10
 
Bahwa pernikahan seorang laki-laki yang berinisial  X bin M yang 
berkedudukan sebagi Pemohon dan seorang perempuan yang bernama Z 
binti N dalam perkara ini menjadi Termohon. Dimana bahwa pemohon X 
ingin membatalkan perkawinannya yang telah tercatat di Kantor Urusan 
Agama Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo (Kutipan Akta Nikah 
Nomor : 0245/075/IV/2018 tertanggal 30 April 2018). Dengan alasan 
bahwa setelah menikah diketahui bahwa termohon  Z ternyata berperilaku 
tidak sebagaimana orang yang normal. Sebelum pernikahan Pemohon X 
mengenal Termohon Z adalah perempuan yang pemalu karena sebelumnya 
Pemohon X  hanya menemui Termohon Z satu kali saja dan orang tua 
Termohon Z tidak pernah mengatakan keadaan Termohon Z yang 
mengalami gangguan jiwa. Sehingga pemohon X merasa dibohongi oleh 
orang tua termohon. Orang tua Termohon tidak memberitahu bahwa 
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 Putusan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 541/Pdt.G/2018/Pa.Skh tentang 
Pembatalan Perkawinan,03 Juli 2018. 
6 
 
termohon tidak seperti orang normal, tujuan dari orang tua Termohon 
menikahkan Termohon agar Termohon sembuh akan tetapi hal ini tidak 
disampaikan kepada Pemohon sehingga Pemohon merasa tertipu. 
Pemohon X ingin membatalkan perkawinannya dengan Termohon Z, akan 
tetapi dalam persidangan ternyata Termohon tidak hadir dalam 
persidangan sehingga hakim menjatuhkan putusan verstek yang isinya 
menyatakan bahwa putusan tersebut dikabulkan. 
11
 
Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk diadakan 
penelitian lebih lanjut, dan penelitian ini akan fokus dengan meneliti 
pertimbangan hukum  Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam 
Memutuskan Pembatalan Perkawinan Pada Putusan 
No.541/Pdt.G/2018/PA.Skh di Pengadilan Agama Sukoharjo, dan  
Bagaimana Analisis Terhadap Pembatalan Perkawinan Pada Putusan 
No.541/Pdt.G/2018/PA.Skh Persfektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 
Tentang Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dengan judul 
“Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Keadaan Istri Yang 
Mengalami Gangguan Jiwa (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama 
Sukoharjo Nomor 541/Pdt.G/2018/Pa.Skh)”. 
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B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah 
dikemukakan sebelumnya, maka pokok masalah yang dibahas dalam 
penyusunan skripsi ini adalah: 
1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Pembatalan 
Perkawinan Pada Putusan No.541/Pdt.G/2018/PA.Skh di Pengadilan 
Agama Sukoharjo ? 
2. Bagaimana Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI 
Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Keadaan Istri dalam  
Putusan No.541/Pdt.G/2018/PA.Skh ? 
3. Bagaimana Analisis Terhadap Pembatalan Perkawinan Pada Putusan 
No.541/Pdt.G/2018/PA.Skh Persfektif Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan PERMA Nomor 3 
Tahun 2017 Tentang Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ? 
 
C. Tujuan Penelitian  
Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah 
sebagai berikut:  
1. Untuk menjelaskan proses hakim dalam memutuskan pembatalan 
perkawinan pada Putusan No.541/Pdt.G/2018/PA.Skh di Pengadilan 
Agama Sukoharjo 
2. Untuk mengetahui penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
dan KHI dalam Putusan No.541/Pdt.G/2018/PA.Skh. 
8 
 
3. Untuk mengetahui Pembatalan Perkawinan Pada Putusan 
No.541/Pdt.G/2018/PA.Skh Persfektif Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 2016 dan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perempuan 
Berhadapan Dengan Hukum. 
 
D. Manfaat Penelitian  
1. Kegunaan Teoritis 
Dapat menambah pengetahuan bagi peneliti, kalangan akademisi 
dan masyarakat mengenai hukum perdata terutama yang berkaitan 
dengan hukum perkawinan mengenai pembatalan perkawinan. 
2. Kegunaan Praktis 
Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan referensi 
bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi tentang hukum perdata 
tentang pembatalan perkawinan. 
 
E. Kerangka Teori  
1. Pembatalan Perkawinan 
Pembatalan perkawinan dalam islam dikenal dengan istilah 
fasakh. Sebelum membahas tentang pembatal perkawinan, harus 
dijelaskan dahulu tentang perkawinan. Menurut Undang- undang 
perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki 
dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan 
9 
 
membentukkeluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
12
 
Perkawinan dapat putus apabila dimana salah satu pihak 
meninggal dunia, adanya perceraian dan adanya putusan dari 
Pengadilan, salah satunya adalah pembatalan perkawinan. 
Pembatalnya perkawinan yaitu rusak atau tidak sahnya perkawinan 
karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunnya,atau 
sebab lainnya yang dilarang atau diharamkan oleh agama.
13
 
Pembatalan perkawinan terbagi dalam dua macam yaitu :
14
 
a. Batal Mutlak, adalah pernikahan yang apabila syarat dan rukunnya 
tidak jelas tidak terpenuhi. Hal ini lebih tertuju pada rukun yang 
harus ada saat pernikahan terlaksanakan.  
b. Batal demi hukum (KHI menyebut dengan istilah batal), adalah 
perkawinan yang terbatalkan (batal) karena sebab bertentangan 
dengan Hukum Islam. Status batal perkawinan pada dasarnya 
melekat sejak perkawinan dilangsungkan sehingga tanpa upaya 
pembatalan perkawinan tersebut batal atau  harus batal.  
Perkawinan berstatus dapat dibatalkan, artinya suatu 
pernikahan yang dilakukan secara sah, akan tetapi setelah terjadi 
pernikahan diketahui suatu hal yang menyebabkan dibatalkan sehingga 
pernikahan menjadi tidak sah. Dengan kata lain perkawinan tersebut 
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10 
 
tidak langsung dibatalkan, akan tetapi harus melalui proses 
dimohonkan terlebih dulu di Pengadilan dan Pemohon harus dapat 
membuktikan dalilnya maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.
15
 
Dalam hal pembatalan perkawinan harus adanya alasan-alasan 
pembatalan perkawinan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam 
pada pasal 71 dan 72 yaitu :
16
 
1) Pasal 71  
Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:  
a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan 
Agama;  
b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih 
menjadi isteri pria lain yang mafqud.  
c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan 
suami lain;  
d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan 
sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang- undang No.1. 
Tahun 1974;  
e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh 
wali yang tidak berhak;  
f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.  
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 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan 
Kompilasi Hukum Islam. Cet.1, (Grahamedia Press,2014), hlm 353. 
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2) Pasal 72 
(1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan 
pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan 
dibawah ancaman yang melanggar hukum.  
(2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan 
pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya 
perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri 
suami atau isteri  
(3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu 
menyadari keadaanya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan 
setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak 
dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan 
pembatalan, maka haknya gugur.  
Selain dengan alasan-alasan yang tercantum di Kompilasi 
Hukum Islam pada pasal 71 dan 72. Adapun sebab-sebab suatu 
perkawinan bisa dibatalkan yang tercantum dalam pasal 70 pada 
Kompilasi Hukum Islam dan pada pasal 27 Undang-Undang No.1 
Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu :
17
 
(1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan 
pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan 
dibawah ancaman yang melanggar hukum.  
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 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan 
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(2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan 
pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya 
perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.  
(3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu 
telah menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) 
bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak 
mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan 
pembatalan, maka haknya gugur. 
Dalam pembatalan perkawinan tidak dapat diajukaan setiap orang 
begitu saja, tetapi hanya orang yang sesuai pada pasal 23 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjelaskan 
yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:
18
 
a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau 
isteri.  
b. Suami atau isteri.  
c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum 
diputuskan.  
d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang 
ini dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara 
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langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah 
perkawinan itu putus. 
Dari alasan pembatalan perkawinan adapun alasan seorang 
suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan 
perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi 
penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri yang 
terdapat ada pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 
Tentang Perkawinan dan pasal 72 ayat (2) kompilasi Hukum Islam. 
Dalam hal ini arti dari penipuan yaitu berasal dari tipu adalah 
perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan 
sebagainya), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau 
mencari untung sedangkan penipuan adalah proses, perbuatan, cara 
menipu.
19
 Penipuan yang dimaksud dalam perkawinan adalah salah 
sangka terhadap keadaan asli pasangan, yang dimaksud dengan salah 
sangka adalah salah paham, salah mengerti terhadap suatu keadaan 
atau tidak mengetahui suatu keadaan dengan benar. Salah sangka 
terjadi karena tidak adanya kejujuran dan keterbukaan antara para 
pihak dalam membangun suatu hubungan. Salah sangka dalam 
perkawinan yang dimaksud adalah suatu kesalahpahaman dalam 
mengenali pasangan, dimana kesalahpahaman tersebut baru diketahui 
setelah dilangsungkannya perkawinan.
20
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2. Gangguan Jiwa  
Kesehatan jiwa merupakan  bagian yang tidak terpisahkan dari 
kesehatan secara umum serta merupakan dasar bagi pertumbuhan 
perkembangan manusia. Gangguan kejiwaan merupakan perubahan 
suatu fungsi jiwa yang menyebabkan ada gangguan dalam fungsi 
jiwa, yang menimbulkan penderitaan pada individu dan atau 
hambatan dalam melaksanakan peran sosial. 
21
 Dalam hal ini orang 
yang mengalani gangguan jiwa lebih terjadi karena adanya perpaduan 
faktor yang medukung meliputi biologis, psikologis, sosial dan 
lingkungan. Tidak seperti pada penyakit jasmaniah, sebab-sebab 
gangguan jiwa adalah kompleks.
22
 
Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya gangguan jiwa 
yaitu :
23
 
1) Faktor predisposisi terbanyak adalah pada aspek biologis, di mana 
setiap orang yang sudah mengalami sakit jiwa sebelumnya dan 
dinyatakan sembuh namun saat kembali ke masyarakat, namun stigma 
negatif yang ada di masyarakat yang membuat mereka ditolak atau 
tidak diperlakukan baik di masyarakat. Pada aspek psikologis adalah 
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dimana tipe kepribadian yang tertutup dan penyebab pada aspek sosial 
yaitu dimana seseorang yang tidak bekerja. 
2) Faktor presipitasi yaitu pada aspek biologis terbanyak adalah putus 
obat, dalam aspek psikologis yaitu pengalaman tidak menyenangkan 
dan penyebabnya pada aspek sosial terbanyak adalah konflik dengan 
keluarga atau teman.  
Di dalam pandangan islam kesehatan mental merupakan suatu 
kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik (biologic), 
intelektual (rasio/cognitive), emosional (affective), dan spiritual 
(agama) yang optimal dari seseorang dan perkembangan itu berjalan 
selaras dengan keadaan orang lain.
24
 Dalam konsep kesehatan mental 
Islam tidak jauh berbeda dengan pandangan para ahli kesehatan 
mental pada umumnya. Namun dalam konsep kesehatan mental Islam 
menekankan pada stigma gangguan jiwa yang timbul oleh asumsi 
bahwa gangguan jiwa disebabkan oleh hal-hal gaib. Mengenai hal 
tersebut, faktor-faktor yang berasal dari luar tubuh manusia seperti 
pengaruh supranatural dan hal-hal gaib adalah faktor internal yang 
bisa menyebabkan gangguan jiwa, namun apabila kondisi seseorang 
secara psikologis dan spiritual stabil dan seimbang, maka ia akan 
terhindar dari pengaruh tersebut. Jadi, pengaruh supranatural dan hal-
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hal gaib bukan faktor utama yang menyebabkan seseorang mengalami 
gangguan jiwa. 
25
 
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang 
Disabilitas dan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman 
Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum 
1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang 
Disabilitas 
Pengertian Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang 
mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik 
dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan 
lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk 
berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya 
berdasarkan kesamaan hak yang tertera pada pasal 1 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang 
Disabilitas. Selain itu pada pasal Pasal 4 ayat (1) Ragam 
Penyandang Disabilitas meliputi: 26 
a. Penyandang Disabilitas fisik;  
b. Penyandang Disabilitas intelektual;  
c.  Penyandang Disabilitas mental; dan/atau 
d. Penyandang Disabilitas sensorik.  
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  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871) 
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selain itu ada beberapa hak-hak yang diterima oleh 
penyandang disabilitas salh satunya hak keadilan dan 
perlindungan yang terdapat pada  pasal 9 Undang-Undang No.8 
Tahun 2016 Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk 
Penyandang Disabilitas meliputi hak:
27
 
a. atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;  
b. diakui sebagai subjek hukum;  
c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;  
d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang 
untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;  
e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan 
nonperbankan;  
f. memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan 
peradilan;  
g. atas Pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, 
penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau 
pengambilalihan hak milik; 
h. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili 
kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar 
pengadilan; dan  
i. dilindungi hak kekayaan intelektualnya.  
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2) PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara 
Perempuan Berhadapan Dengan Hukum 
Pengertian Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa  Perempuan 
Berhadapan dengan Hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan 
hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau 
perempuan sebagai pihak. Selain itu pada Pasal 3 yaitu Pedoman 
mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum bertujuan 
agar hakim:
28
 
a. memahami dan menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2;  
b. mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga 
mengakibatkan Diskriminasi Terhadap Perempuan; dan  
c. menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam 
memperoleh keadilan.  
Dalam pasal ini dijelaskan bahwa hakim dapat mengadili 
perempuan yaitu pada pasal 6 PERMA Nomor 3 Tahun 2017  yaitu 
Hakim dalam mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan 
Hukum: 
29
 
a. mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan Stereotip Gender 
dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis;  
                                                          
       28 Peraturan Mahkamah Agung Republi Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman 
Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ( Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1048) 
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b. melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/atau 
hukum tidak tertulis yang dapat menjamin Kesetaraan Gender;  
c. menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang 
hidup dalam masyarakat guna menjamin Kesetaraan Gender, 
perlindungan yang setara dan non diskriminasi; dan  
d. mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian-perjanjian 
internasional terkait Kesetaraan Gender yang telah diratifikasi.  
Pasal lain yang menjelaskan hakim dapat mengadili dengan yaitu 
pasal 10 yaitu Hakim atas inisiatif sendiri dan/atau permohonan para 
pihak, penuntut umum, penasihat hukum dan/atau korban dapat 
memerintahkan Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk 
didengar keterangannya melalui pemeriksaan dengan komunikasi 
audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain, 
apabila:
30
  
a. kondisi mental/jiwa Perempuan Berhadapan dengan Hukum tidak 
sehat diakibatkan oleh rasa takut/trauma psikis berdasarkan penilaian 
dokter atau psikolog;  
b. berdasarkan penilaian hakim, keselamatan Perempuan Berhadapan 
dengan Hukum tidak terjamin apabila berada di tempat umum dan 
terbuka; atau  
c.  berdasarkan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 
(LPSK), Perempuan Berhadapan dengan Hukum dinyatakan berada 
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dalam program perlindungan saksi dan/atau korban dan menurut 
penilaian LPSK tidak dapat hadir di persidangan untuk memberikan 
keterangan baik karena alasan keamanan maupun karena alasan 
hambatan fisik dan psikis. 
 
F. Tinjauan Pustaka  
Dari hasil tinjauan pustaka yang telah penulis lakukan, karya 
ilmiah yang mengenai pembatalan perkawinan telah cukup banyak 
dilakukan. Kegunaan tinjauan  pustaka iniadalah untuk mengkaji sejarah 
permasalahan, membantu memilih prosedurpenelitian, mendalami 
landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan,mengkaji kelebihan 
dan kekurangan penelitian tertahulu, menghindariduplikasi dan menunjang 
perumusan masalah. Dibawah ini merupakanbeberapa contoh karya ilmiah 
yang mengkaji pembatalan perkawinan, antaralain: 
Pertama, skripsi dari Sri Hastuti mahasiswa STAIN SURAKARTA 
tahun 2000 yang berjudul “Pembatalan Perkawinan Dan Akibat 
Hukumnya Setelah Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974”. Skripsi ini menitik 
beratkan pada konsep pembatalan perkawinan dan hukumnya menurut 
Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Dalam skripsi ini menjelaskan konsep 
pembatalan perkawinan dan bagaimana hukumnya setelah berlakunya 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Skripsi ini berbeda dengan yang 
penulis dimana dalam hal ini penulis lebih menitik beratkan pada 
bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan pembatalan 
21 
 
perkawinan pada putusan NO.541/Pdt.G/2018/PA.Skh di pengadilan 
agama sukoharjo dan penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
dan KHI dalam Putusan No.541/Pdt.G/2018/PA.Skh. dan Bagaimana 
Analisis Terhadap Pembatalan Perkawinan Pada Putusan 
No.541/Pdt.G/2018/PA.Skh Persfektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 
Tentang Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Meskipun objek 
penelitian sama tetapi adanya perbedaan dalam sebab terjadinya 
pembatalan.
31
 
Kedua,skripsi dari Iwan Wibowo mahasiswa IAIN SURAKARTA 
tahun 2013 yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Pada Perkara 
Pembatalan Perkawinan Yang Disebabkan Pemalsuan Identitas Di 
Pengadilan Agama Karanganyar (Studi Putusan Perkara 
No.0556/pdt.G/2009/PA.KRA)”. Skripsi ini berisi tentang pembatalan 
perkawinan karena adanya penipuan identitas atau pemalsuan tentang 
dirinya. Dimana isi dari skripsi ini pertimbangan hakim dalam 
penyelesaian perkara. Hasil  Penelitian perkawinan dilangsungkan tanpa 
seijin dan mengetahui istri sah melalui pengadilan atau dengan 
memalsukan identitas untuk menikah lagi atau berpoligami, dan 
pembuktian dalam perkara pembatalan perkawinan didasarkan pada alat 
bukti surat atau tertulis, saksi dan penagkuan yang mendukung 
pembuktian. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan 
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penulis dimana dalam penelitian penulis lebih menitik beratkan pada 
bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan pembatalan 
perkawinan pada putusan NO.541/Pdt.G/2018/PA.Skh di pengadilan 
agama sukoharjo dan penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
dan KHI dalam Putusan No.541/Pdt.G/2018/PA.Skh. dan Bagaimana 
Analisis Terhadap Pembatalan Perkawinan Pada Putusan 
No.541/Pdt.G/2018/PA.Skh Persfektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 
Tentang Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Meskipun objek 
penelitian sama tetapi adanya perbedaan dalam sebab terjadinya 
pembatalan. 
32
 
Ketiga, skripsi dari Saifan Dzulqarnain mahasiswa Dari Fakultas 
Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga tahun 2015 yang berjudul 
“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pembatal 
Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas dalam Perkawinan Poligami 
(Studi Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 
995/Pdt.G/2012/PA.Cmi) membahas pertimbangan hukum yang 
digunakan hakim dalam memutus perkara tersebut, dan bagaimana 
tinjauan hukum islam terhadap perkara. Penelitian ini berisi tentang 
putusan  bahwa dipengadilan agama cimahi seorang istri mengajukan 
pembatalan perkawinan terhadap suaminya yang menikah lagi dengan 
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wanita lain tanpa persetujuan istri pertama dan juga pengadilan, juga ada 
kebohongan yang dilakukan suami terhadap istri kedua tersebut yang 
mengaku sebagai jejaka belum pernah menikah. Dalam penelitian ini 
berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis dimana dalam 
penelitian penulis lebih menitik beratkan pada bagaimana pertimbangan 
hakim dalam memutuskan pembatalan perkawinan pada putusan 
NO.541/Pdt.G/2018/PA.Skh di pengadilan agama sukoharjo dan 
penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI dalam Putusan 
No.541/Pdt.G/2018/PA.Skh dan Bagaimana Analisis Terhadap 
Pembatalan Perkawinan Pada Putusan No.541/Pdt.G/2018/PA.Skh 
Persfektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang 
Disabilitas dan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perempuan 
Berhadapan Dengan Hukum. Meskipun objek penelitian sama tetapi 
adanya perbedaan dalam sebab terjadinya pembatalan.
33
 
Ke-empat, tesis dari Muhammad Abduh dari Fakultas Syariah dan 
Hukum UIN Sunan Kalijaga tahun 2014 yang berjudul, “Pembatalan 
Perkawinan Asmiranda dengan Jonas Rivano dalam perspektif Hakim 
Pengadilan Agama Depok” membahas dan meneliti faktor dari alasan 
pembatalan dan bagaimana pertimbangan hakim dari kasus Pembatalan 
Perkawinan Asmiranda dengan Jonas Rivano. Hasil penelitan tersebut 
adalah pertama termohon Jonas melakukan kecurangan dengan 
                                                          
       
33
 Saifan Dzulqarnain, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pembatal 
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berpindahagama dari kristen ke Islam (muallaf) tidak dilakukan dengan 
sungguh sungguh terbukti dengan pengakuan termohon sendiri, kedua 
pemohon tidak suka termohon melakukan penipuan berpura-pura menjadi 
muallaf hanya untuk melakukan perkawinan dengan pemohon, ketiga 
pemohon berpendapat kehidupan rumah tangga harus mendapatkan restu 
dari kedua belah pihak keluarga bukan hal yang dipaksakan. Penelitian 
yang dilakukan oleh Muhammad Abduh ini berbeda dengan yang penulis 
lakukan karena disini penulis menitik beratkan bagaimana pertimbangan 
hakim dalam memutuskan pembatalan perkawinan pada putusan 
NO.541/Pdt.G/2018/PA.Skh di pengadilan agama sukoharjo dan 
penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, KHI dalam Putusan 
No.541/Pdt.G/2018/PA.Skh dan Bagaimana Analisis Terhadap 
Pembatalan Perkawinan Pada Putusan No.541/Pdt.G/2018/PA.Skh 
Persfektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang 
Disabilitas dan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perempuan 
Berhadapan Dengan Hukum. Meskipun objek penelitian sama tetapi 
adanya perbedaan dalam sebab terjadinya pembatalan.
34
 
Dari alasan diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian yang kami 
lakukan memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Meskipun demikian 
penulis mengakui bahwa ada beberapa teori yang digunakan penulis miliki 
persamaan dengan yang digunakan pada penelitian sebelumnya.   
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G. Metode Penelitian 
Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan peneliti 
dalammengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standar 
ukuranyang telah ditentukan.
35
Dalam melakukan penelitian masalah 
diatas, peneliti menggunakan metode sebagai berikut : 
1. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah 
penelitian pustaka (library  research). Jenis penelitian ini merupakan 
penelitian yang dipakai sebagai dasar utama pelaksanaan 
penelitiantempat kejadian sebuah perkara terjadi.
36
 Penelitian pustaka 
adalah salah satu metode penelitian kualitatif yang meneliti putusan, 
dokumen, arsip, dan lain sejenisnya, atau metode penelitian ini tidak 
menuntut langsung ke lapangan melihat fakta yang ada.
37
 Penelitian ini 
digunakan untuk menganalisis putusan Perkara Nomor 
541/Pdt.G/2018/PA.Skh tentang pembatalan perkawinan. 
2. Sifat Penelitian 
 Jenis penelitian berdasarkan pada sifatnya, penelitian ini 
dikategorikan sebagai penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yang 
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dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang 
manusia, keadaan atau gejalah lainnya, agar dapat membantu di dalam 
memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori-
teori baru.
38
 
3. Pendekatan Penelitian 
Dalam penyusunan dan membahas permasalahan penulis 
menggunakan pendekatann normatif-yuridis. Pendekatan normatif 
adalah pendekatan masalah dengan melihat, menelaah dan 
menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut 
asas-asas hukum. Jenis pendekatan ini menekankan pada 
diperolehnya keterangan berupa naskah hukum yang berkaitan dengan 
objek yang dikaji atau diteliti. Sedangkan pendekatan yuridis, yaitu 
cara pendekatan masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada 
semua tata aturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia 
yang mengatur tentang pembatalan perkawinan yaitu Undang-undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975 
tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Perkawinandan 
Kompilasi Hukum Islam (KHI).
39
 
4. Sumber Data  
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Pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah dengan 
mengelompokan menjadi dua yaitu :
40
 
a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan 
mengikat seperti norma dasar, peraturan perundang-undangan atau 
keputusan pengadilan. Dalam penelitian ini yang digunakan 
adalah bahan hukum primer yang berupa keputusan pengadilan, 
yang terdiri dari: Dokumen yang berupa Putusan Pengadilan 
Agama Perkara Nomor 541/Pdt.G/2018/PA.Skh. 
b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi 
penjelasan mengenai bahan hukum primer dan isinya tidak 
mengikat. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam 
penelitian ini berupa literatur (pustaka). 
5. Teknik Pengumpulan Data  
Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah : 
a. Penelitian Kepustakaan  
Sasaran penelitian kepustakaan ini terutama untuk mencari 
landasan teori dari objek kajian dengan cara :
41
 
1) Mempelajari buku-buku yang berhubungan baik 
langsung dengan objek dan materi penulisan skripsi. 
2) Mempelajari peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan skripsi. 
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3) Mempelajari suatu putusan, karena penulis akan 
membahas skripsi ini dalam suatu putusan, yakni 
putusan Pengadilan Agama  Sukoharjo mengenai 
perkara Nomor 541/Pdt.G/2018/PA.Skh tentang 
Pembatalan Perkawinan. 
b. Wawancara, yaitu percakapan dengan maksud tertentu. 
Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu 
pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan 
dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban 
atas pertanyaan itu. Data yang diperoleh dari wawancara 
sebagai bahan pendukung. Pihak yang menjadi narasumber 
adalah Hakim Pengadilan Agama  Sukoharjo mengenai 
perkara Nomor541/Pdt.G/2018/PA.Skh tentang Pembatalan 
Perkawinan.
42
 
6. Teknis Analisis Data 
Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif maka yang harus 
dilakukan adalah mengumpulkan data, mengklasifikasi data yang di 
peroleh dan kemudian mencari teori yang berhubungan dengan 
masalah yang diteliti dan kemudian diambil kesimpulan untuk 
menemukan hasilnya.
43
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Dalam menganalisis penelitian ini penulis menggunakan metode 
deskriptif analisis. Proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh 
data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dokumentasi, dan data-
data yang diperoleh dari pustaka. Kemudian mengadakan reduksi data 
yaitu data-data yang diperoleh dirangkum dengan memilih hal-hal 
pokok serta disusun lebih sistematis sehingga menjadi data-data yang 
benar-benar terkait dengan pokok bahasan.
44
 
 
H. Sistematika Penulisan  
Dalam penelitian ini terdapat 5 bab yang setiap bab memiliki sub 
bab yang saling berkaitan untuk memberikan gambaran pada setiap 
babnya. Makadisusun secara sistematis sebagai berikut : 
Bab I,  merupakan bab pendahuluan. Bab ini menggambarkan isi 
dan bentuk penelitian yang meliputi: latar belakang masalah 
sebagailandasan pembahasan lebih lanjut, rumusan masalah, tujuan dan 
kegunaan penelitian yang mengetengahkan alasanpenting penelitian ini, 
tinjauan pustaka sebagai alasan penelitian ini belum ataupernah dilakukan, 
kerangka teori adalah metodologi penelitian sebagai alat analisis yang 
digunakan untuk penelitian, serta sistematika penulisan.  
Bab II, berisi tentang gambaran umum tentang perkawinan dengan 
penipuan oleh pihak istri dan pembatalan perkawinan. Pada bab ini 
merupakan pembahasanyang penulis bagi dalam beberapa sub tema. Sub 
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tema pertama perkawinan, kemudian pada sub bab tema yang kedua berisi 
tentang penjelasan tentang pembatalan perkawinan, yang meliputi 
pengertian pembatalan perkawinan, perkawinan yang dapat dibatalkan dan 
alasan-alasanya dan pihak-pihak yang dapat mengajukanp ermohonan 
pembatalan perkawinan dan pada sub bab ketiga tentang gangguan jiwa 
dan sub bab terakhir tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 
Tentang Penyandang Disabilitas dan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 
Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan 
Hukum. 
Bab III, mendiskripsikan perkara yang masuk kepengadilan agama 
Sukoharjo. Perkara tersebut mengenai pembatalan perkawinan pengadilan 
yang tertera dalam putusan Nomor 541/Pdt.G/2018/PA.Skh pada bab ini 
penulis membaginya menjadi 2 (dua) sub bab yaitu sekilas tentang 
pengadilan Agama Sukoharjo, pada sub bab ke dua yang terdiri dari 
deskripsi tentang putusan perkara Nomor 541/Pdt.G/2018/PA.Skh. 
Bab IV, merupakan bab analisis. Pada bab ini penulis mencoba 
menganalisis perkara pembatalan perkawinan ini dengan fakta-fakta yang 
ada menggunakan kerangka teori dan metodelogi penelitian. Dalam 
analisis ini, penulis mencoba menjawab pokok masalah yang sudah 
dirumuskan sebelumnya tadi oleh penulis yaitu bagaimana pertimbangan 
hakim dalam memutuskan pembatalan perkawinan pada putusan 
No.541/Pdt.G/2018/PA.Skh di Pengadilan Agama Sukoharjo, bagaimana 
penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI dalam  Putusan 
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No.541/Pdt.G/2018/PA.Skh dan Bagaimana Analisis Terhadap 
Pembatalan Perkawinan Pada Putusan No.541/Pdt.G/2018/PA.Skh 
Persfektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang 
Disabilitas dan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perempuan 
Berhadapan Dengan Hukum. 
Bab V, merupakan bab terakhir dari penyusunan penelitian ini. Bab 
ini berisi Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran dari uraian diatas 
atau dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. 
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BAB II 
KERANGKA DASAR  PERKAWINAN DAN PEMBATALAN 
PERKAWINAN 
A. Konsep Dasar Perkawinan   
1. Pengertian Perkawinan  
       Kata “nikah” berasal dari bahasa Arab, yaitu nakᾱḥa-yankiḥu-
nikaḥan yang berarti sama dengan akar kata waṭ’i yang serupa 
dengan kata jimak yang mempunyai arti menggauli, bersetubuh.
1
 
Menurut istilah hukum Islam adalah suatu aqad (ijab dan qabul) 
yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan 
yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukan nikah, menurut 
syari’at yang ditentukan oleh Islam. Menurut surat Adz-Dzariyat 
ayat 49 yang menyebutkan :
2
 
 َنُر ََّكذَت ْمُكَّلَعَل ِْيَْج ْوَز اَنْقَلًخ ٍءْيَش ِّلُك ْنِم َو 
Artinya : 
Dan Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya 
kamu mengingat akan kebesaran Allah.
3
 
 
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 1 “Perkawinan ialah 
ikatan lahir antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai 
                                                          
       
1
 A. W. Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap, (Surabaya: Pustaka 
Progressif, 1997), hlm. 1565. 
 
       
2
 Beni Ahmad Saebeni, Fiqh Munakahat (Buku I),(Bandung:Pustaka Setia,2001), hlm. 16. 
 
       
3
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Jakarta: Lentera Abadi,2010), hlm. 
479.  
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suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) 
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 
Esa.”4Selain itu menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 
“Perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan yaitu akad 
yang  kuat  atau mitsaaqon ghalidhan untuk menaati perintah 
Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” 5 
Menurut R. Soetojo Prawiro, bahwa pengertian Perkawinan 
menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dibagi 
menjadi 5 unsur, unsur-unsur yang terdapat didalamnya adalah:
6
 
1) Ikatan lahir bahin  
Ikatan lahir bathin artinya adalah bahwa ikatan itu tidak 
hanya cukup dengan ikatan lahir saja atau batin saja, akan 
tetapi kedua-duanya harus terpadu kuat. Suatu ikatan lahir 
merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan 
adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang 
wanita untuk hidup bersama sebagai suami-isteri, dengan kata 
lain hal itu disebut hubungan formal. Hubungan formal ini 
nyata, baik bagi pihak-pihak yang mengikatkan dirinya maupun 
bagi pihak ketiga. Sebaliknya suatu ikatan batin merupakan 
                                                          
       
4
 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3050) 
 
       
5
 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan 
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 juni 1991 tentang 
Kompilasi Hukum Islam. 
 
       
6
Soetojo Prawirohamidjojo, Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di 
Indonesia, (Surabaya: Airlangga University Press, 2002), hlm 38. 
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hubungan yang tidak formal, suatu ikatan yang tidak nampak 
atau tidak nyata yang hanya dirasakan oleh pihak-pihak yang 
bersangkutan. Ikatan batin inilah yang dapat dijadikan dasar 
pondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang 
bahagia. Perkawinan bukan hanya menyangkut unsur lahir saja, 
akan tetapi juga menyangkut unsur batiniah yang dalam dan 
luhur. 
2) Antara seorang pria dan seorang wanita  
Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria 
dan seorang wanita. Dengan demikian hubungan perkawinan 
selain antara pria dan wanita tidaklah mungkin terjadi, jadi 
antara seorang pria tidak boleh melakukan perkawinan dengan 
seorang pria atau seorang wanita juga tidak boleh melakukan 
perkawinan dengan seorang wanita.  
3) Sebagai suami-isteri  
Suatu ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita 
dipandang sebagai suami isteri apabila didasarkan pada suatu 
perkawinan yang sah, suatu perkawinan adalah sah apabila 
memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.  
4) Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 
Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan 
kekal merupakan tujuan dari perkawinan. Yang dimaksud 
keluarga disini adalah satu kesatuan yang terdiri atas ayah, ibu, 
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dan anak-anak yang merupakan sendi dasar susunan 
masyarakat Indonesia. Dalam mewujudkan kesejahteraan 
maasyarakat, sangat penting artinya kesejahteraan dan 
kebahagiaan keluarga. Membentuk keluarga yang bahagia erat 
hubungannyadengan keturunan yang merupakan pula tujuan 
perkawinan, sedangkan pemeliharaan dan pendidikan anak-
anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Untuk dapat 
mencapai hal ini maka diharapkan adanya kekekalan dalam 
perkawinan, yaitu bahwa sekali orang melakukan perkawinan 
maka tidak akan bercerai untuk selama-lamanya, kecuali cerai 
karena kematian. 
5) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa  
Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila (yaitu sila 
pertama), maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat 
dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan 
saja mempunyai unsur lahir atau jasmani saja, akan tetapi unsur 
batin atau rohani juga mempunyai peranan penting.  
2. Dasar Hukum Perkawinan  
Dasar Hukum Perkawinan merupakan al-Qur’an, Sunnah 
dan Ijtihad : 
1) Al Qur’an7 
                                                          
7
A.Hamid Sarong,Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Banda Aceh: Penerbit 
Pena,2010), hlm.2. 
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Perkawinan disyariatkan oleh agama sejalan dengan 
hikmah manusia diciptakannya oleh Allah yaitu memakmurkan 
dunia dengan jalan terpeliharannya perkembangbiakan umat 
manusia.Para ulama sependapat bahwa nikah itu disyariatkan 
oleh agama, perselisihan mereka diantarannya dalam hukum 
menikah. Dalil-dalil yang menunjukkan persyariatan nikah dan 
hukumnya antara lain adalah :
8
 
1) Surat An-nisa ayat 3 
 َو َنَ ْثَمِءاَسِّنلا َنِم ْمُكَل َبَاطاَماوُحِكْن َاف ىَم اَتَيْلا فِاُوطِسْق ُت َّلََّأ ْمُثْفِخ ْنِإ
 َاْيْأ ْتَكَلَم اَمَْوأ ًة َدِح اَو َف اوُل ِدْع َت َّلََّأ ْمُتْفِخ ْن َِإف َعَاُبرَو َثَلَُثَو
 َذ ْمُُكن َاْيْاوُل وُع َت َّلَّ َأ َنَ َْدأ َكِل  
Artinya:  
dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap 
(hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu 
mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang 
kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu 
takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah 
seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki.
9 
 
2) Surat An nur ayat 32 :  
 وُكَي ْنِإ ْمُكِى ْمُكِىاَمِإَوْمُك ِداَبِع ْنِم َيِِْلِاَّصلاَو ْمُكْنِم ىَم َاي َْلْا اوُحِكْن َأَو
 َءَارَق ُف اُون ٌميِلَع ٌعِساَو ُهَّللاَو ِهِلْضِف ْنِم ُهَّللا ُمِهِنْغ ُي  
 
                                                          
       
8
Ibid, hlm 2. 
 
      
9
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Jakarta: Lentera Abadi,2010), hlm 114. 
37 
 
Artinya : 
dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara 
kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-
hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu 
yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan 
memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha 
luas (pemberianNya) lagi Maha mengetahui.
10
 
Meskipun al qur’an memberi ketentuan-ketentuan 
perkawinan secara terperinci ada pemahaman tentang masalah-
masalah yang memerlukan pemikiran fuqaha. Hukum 
perkawinan asalnya mubah, tetapi dapat berubah menurut al-
Ahkam al-Khamsah
11
, yang berdasarkan pada perubahan 
keadaan: 
1) Nikah Wajib  
Nikah diwajibkan bagi orang-orang yang mampu, 
akan menambah takwa dan bila dikhawatirkan akan berbuat 
zina, karena menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari 
perbuatan haram dan wajib. Kewajiban ini tidak dapat 
terlaksana kecuali dengan nikah. 
2) Nikah Haram  
Nikah diharamkan bagi orang-orang yang sadar 
bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah 
tangga, melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi 
nafkah, pakaian, tempat tinggal dan kewajiban batin.  
                                                          
       
10
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan,…  hlm598. 
 
       
11
 Al Hamdani, Risalah Nikah, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 8. 
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3) Nikah Sunnah  
Nikah disunnahkan bagi orang yang sudah mampu, 
tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari 
perbuatan haram. Dalam hal ini maka nikah lebih baik dari 
pada membujang, karena membujang tidak diajarkan oleh 
Islam. 
4) Nikah Mubah  
Bagi orang yang tidak ada halangan untuk nikah dan 
dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya.Ia 
belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah. 
3. Tujuan Perkawinan  
Dalam uraian Imam Al-Ghazali tentang faedah 
melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat 
dikembangkan menjadi lima yaitu :
12
 
1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan 
2) Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan 
menumpahkan kasih sayang  
3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan 
dan kerusakan 
                                                          
       
12
 Abdul Rahmad Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Prenadamedia Group,2003), hlm 24 
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4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab 
menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh  
untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.  
5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang 
tentram atas dasar cinta dan kasih sayang. 
Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tujuan 
perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) 
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 
Esa.
13
Tujuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:  
a. Membentuk keluarga (rumah tangga)  
1) Keluarga  
Konsep keluarga menunjuk pada suatu pengertian 
sebagai suatu kesatuan kemasyarakatan yang terkecil 
yang organisasinya didasarkan atas perkawinan yang 
sah, idealnya terdiri dari bapak, ibu dan anak-anaknya. 
Akan tetapi tanpa adanya anakpun keluarga sudah ada 
atau sudah terbentuk, adanya anak-anak menjadikan 
keluarga itu ideal, lengkap, atau sempurna.  
2) Rumah tangga  
Konsep rumah tangga dituliskan didalam kurung 
setelah istilah keluarga, artinya tujuan perkawinan tidak 
sekedar membentuk keluarga begitu saja, akan tetapi 
                                                          
       
13
 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3050) 
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secara nyata harus terbentuk suatu rumah tangga, yaitu 
suatu keluarga dengan kehidupan mandiri yang 
mengatur kehidupan ekonomi dan sosialnya (telah 
memiliki dapur atau rumah sendiri).  
b. Yang bahagia  
Kehidupan bersama antara suami-isteri dalam 
suasana bahagia merupakan tujuan dari pengertian 
perkawinan, untuk tercapainya kebahagiaan ini maka pada 
Pasal 1 disyaratkan harus atas dasar  “ikatan lahir batin” 
yang didasarkan atas kesepakatan (konsensus) antara calon 
mempelai pria dan calon mempelai wanita. 
c. Dan kekal  
Kekal merupakan gambaran bahwa perkawinan 
tidak dilakukan hanya untuk waktu sesaat saja akan tetapi 
diharapkan berlangsung sampai waktu yang lama. Kekal 
juga menggambarkan bahwa perkawinan itu bisa 
berlangsung seumur hidup, dengan kata lain tidak terjadi 
perceraian dan hanya kematian yang memisahkan.  
d. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa  
Pengertian perkawinan dan tujuan perkawinan 
sebagaimana telah dijelaskan unsur-unsurnya diatas secara 
ideal maupun secara yuridis harus dilakukan dengan 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya harus 
41 
 
dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 
kepercayaan yang dianut oleh calon pengantin pria maupun 
wanita. Arti dari unsur yang terakhir ini sebetulnya 
merupakandasar fundamental dari suatu perkawinan atas 
dasar nilai-nilai yang bersumber dan berdasar atas Pancasila 
dan UUD1945. Falsafah Pancasila telah memandang bahwa 
manusia Indonesia khususnya dalam perkawinan harus 
dilandasi pada hukum agama dan kepercayaan yang 
dianutnya.
14
 
 Selain itu dalam Kompilasi Hukum Islam (Inpres 
No. 1 Tahun 1991) dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa 
perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah 
tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah.
15
 
4. Prinsip-Prinsip Perkawinan  
Adapun prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam antara lain :
16
 
a. Memenuhi dan melaksanakan perintah agama  
Perkawinan merupakan sunnah Nabi, yang artinya  
perkawinan pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari 
                                                          
       
14
 Trusto Subekti, Bahan Pembelajaran Hukum Keluarga dan Perkawinan, Fak Hukum 
Unsoed Purwokerto, hlm 24. 
 
       
15
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan 
Kompilasi Hukum Islam. Cet.1, (Grahamedia Press,2014), hlm 335. 
 
       
16
 Abdul Rahmad Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Prenadamedia Group,2003), hlm 32 
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ajaran agama. Apabila rukun dan syarat tidak dipenuhi maka 
perkawinan itu batal atau fasid.  
b. Kerelaan dan persetujuan  
Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah ikhtiyar (tidak 
dipaksa). 
c. Perkawinan untuk selamanya  
d. Suami sebagai penanggung jawab umum dalam rumah tangga  
5. Rukun dan syarat sah perkawinan  
a. Pengertian rukun, syarat dan sah  
Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah 
dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk 
dalam rangkaian pekerjaan itu seperti membasuh muka untuk 
wundhu  dan takbiratul ikhram untuk sholat. Atau adanya calon 
pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan.
17
 
Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah 
dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak 
termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat 
untuk sholat atau menurut Islam calon pengantin laki-
laki/perempuan itu harus beragama Islam.
18
Sah yaitu sesuatu 
pekerjaan atau (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat. 
19
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Ibid, hlm 45. 
 
       
18
Ibid, hlm 46. 
 
       
19
Ibid. 
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b. Rukun  dan Syarat  perkawinan 
Adapun yang termasuk dalam rukun perkawinan yaitu:  
1) Pihak-pihak yang akan melaksanakan perkawinan yaitu 
calon suami dan calon isteri;  
Pihak-pihak yang hendak melaksanakan perkawinan 
yaitu calon suami dan calon isteri, kedua calon 
mempelai tersebut harus memenuhi syarat tertentu, 
yaitu:  
a) Calon pengantin pria 
Syarat-syarat untuk calon pengantin pria adalah 
sebagai berikut : 
(1) Beragama Islam. 
(2) Laki – Laki ( bukan banci). 
(3) Tertentu / jelas orangnya. 
(4) Tidak terkena halangan perkawinan. 
(5) Tidak terpaksa atas kemauan sendiri. 
(6) Tidak sedang mengerjakan haji atau umrah.20 
b) Calon pengantin perempuan. 
Syarat-syarat untuk calon pengantin perempuan adalah 
sebagai berikut : 
(1) Beragama Islam. 
                                                          
       
20
 Tihani dan Sobari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta:PT. 
RajaGrafindo Persada, 2014), hlm.52. 
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(2) Perempuan (bukan banci). 
(3) Tertentu/jelas orangnya. 
(4) Atas kemauan sendiri. 
(5) Tidak dalam masa iddah. 
(6) Tidak sedang mengerjakan haji atau umrah.21 
2) Wali nikah;  
Syarat-syarat untuk wali nikah adalah sebagai berikut : 
a) Beragama Islam. 
b) Berakal Sehat. 
c) Merdeka. 
d) Laki-laki. 
e) Adil (tidak fasiq).  
f) Tidak sedang mengerjakan haji atau umrah.22 
3) Dua orang saksi;  
Syarat-syarat untuk saksi adalah sebagai berikut : 
a) Laki-laki. 
b) Baligh. 
c) Berakal sehat. 
d) Adil. 
e) Dapat mendengar dan melihat. 
f) Bebas, tidak dipaksa. 
                                                          
        
21
Ibid, hlm 52.  
        
22
Ibid. 
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g) Tidak sedang mengerjakan ihram. 
h) Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab 
dan qabul.
23
 
4)  Ijab dan Qabul  
Ijab qabul merupakan perjanjian yang berlangsung 
antara dua pihak yang berakad dalam suatu perkawinan, 
ijab adalah penyerahan dari pihak pertama yaitu wali 
dari mempelai perempuan kepada pihak kedua yaitu 
pihak suami sebagai pihak penerima yang disebut 
qabul.dengan persyaratan sebagai berikut :
24
 
a) Akad harus dimulai dengan ijab dan dilanjutkan 
dengan qabul. 
b) Materi dari ijab dan qabul tidak boleh berbeda, 
seperti nama si perempuan secara lengkap dan 
bentuk mahar.  
c) Ijab dan qabul harus diucapkan secara 
bersambungan tanpa terputus walaupun sesaat. 
d) Ijab dan qabul mesti menggunakan lafadz yang jelas 
dan terus terang, dalam lafadz arab ialah nakᾱḥa 
atau zawaja ataupun terjemahannya yang dapat di 
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Ibid. 
        
24
 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, (Jakarta: Prenada Media,2015), hlm.88. 
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fahami oleh pihak yang berakad yaitu nikah atau 
kawin.  
e) Ijab dan qabul tidak boleh menggunakan lafadz 
yang mengandung maksud membatasi perkawinan 
untuk masa tertentu. 
f) Mahar 
 Dalam bahasa Indonesia kata mahar dikenal 
dengan nama mas kawin. Mahar atau mas kawin 
adalah harta pemberian dari calon mempelai laki-
laki kepada calon mempelai perempuan yang 
merupakan hak isteri dan sunnah disebutkan ketika 
akad nikah berlangsung.
25
 
  Syarat-syarat sahnya suatu perkawinan itudibagi menjadi 2 yaitu :
26
 
a) Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki-laki 
yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan 
merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram 
dinikah untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.  
b) Akad nikahnya dihadiri para saksi. Saksi yang menghadiri akad 
nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim, baligh, berakal, 
melihat daan mendengar serta mengerti (paham) akan maksud 
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akad nikah. Namun menurut golongan Hanafi dan Hambali, 
boleh juga saksi itu satu orang laki-laki dan dua orang 
perempuan. Kemudian orang tuli, orang tidur, dan orang 
mabuk tidak boleh menjadi saksi.   
 
B. Konsep Dasar Pembatalan Perkawinan 
1. Pengertian Pembatalan Perkawinan  
Batal yaitu “rusaknya hukum yang ditetapakan terhadap suatu 
amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya, 
sebagaimana yang ditetapkan oleh syara”. Secara umum batalnya 
perkawinan yaitu “ rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak 
memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunnya, atau sebab lain 
yang dilarang atau diharamkan agama”.27 
Istilah pembatalan nikah tidak dikenal dalam Islam, akan tetapi 
hukum Islam hanya mengenal fasakh nikah. Fasakh artinya 
merusakkan atau membatalkan. Maka fasakh sebagai salah satu sebab 
putusnya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan 
perkawinan yang telah berlangsung.
28
 Sedangkan fasakh dapat 
disebabkan oleh dua macam yaitu: 
1. Disebabkan oleh perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan 
syarat atau terdapat adanya halangan perkawinan. 
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2. Disebabkan terjadinya sesuatu dalam kehidupan rumah tangga 
yang tidak memungkinkan rumah tangga itu dilanjutkan.
29
 
Pembatalan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan 
yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 termuat dalam Bab IV pada 
Pasal 22 sampai dengan pasal 28, diatur lebih lanjut dalam Peraturan 
Pelaksanaannya ( PP No. 9 Tahun 1975) dalam Bab VI Pasal 37 dan 
38, serta diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden 
No. 1 Tahun 1991)) Bab XI Pasal 70 sampai dengan Pasal 76. 
2. Sebab-Sebab Terjadinya Fasakh (batalnya perkawinan) 
Terjadinya fasakh menurut mazhab Syafi’iy dan Hanbali, adalah 
karena:
30
 
1) Pisah karena cacat salah seorang suami istri. 
2) Perceraian karena berbagai kesulitan (i’sar) suami. 
3) Pisah karena li’an. 
4) Salah seorang suami isteri itu murtad. 
5) Perkawinan itu rusak (fasad). 
6) Tidak ada kesamaan status (sekufu).  
Sedangkan menurut mazhab Hanafy, yaitu: 
1) Pisah karena suami isteri murtad. 
2) Perceraian karena perkawinan itu fasad (rusak). 
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3) Perpisahan karena tidak seimbangnya status (sekufu) atau suami 
tidak dapat dipertemukan. 
Adapun berdasarkan mazhab Maliky terjadinya fasakh yaitu:
31
 
1) Terjadinya li’an. 
2) Fasadnya perkawinan. 
3) Salah seorang pasangan itu murtad. 
Menurut Amir Syarifuddin fasakh dapat disebabkan oleh dua 
macam yaitu:
32
 
1) Disebabkan oleh perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan 
syarat atau terdapat adanya halangan perkawinan. 
2) Disebabkan terjadinya sesuatu dalam kehidupan rumah tangga 
yang tidak memungkinkan rumah tangga itu dilanjutkan. 
Selanjutnya Amir Syarifuddin menyebutkan beberapa faktor yang 
menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan yaitu:
33
 
1) Syiqᾱq 
Adalah adanya pertengkaran antara suami isteri yang terus 
menerus.  
2) Cacat 
Yaitu cacat yang terdapat pada diri suami atau istri, baik 
cacat jasmani atau cacat rohani atau jiwa. Cacat tersebut mungkin 
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terjadi sebelum perkawinan, namun tidak diketahui oleh pihak lain 
atau cacat yang berlaku setelah terjadi akad perkawinan, baik 
ketahuan atau terjadinya itu setelah suami isteri bergaul atau 
belum. 
3) Suami tidak mampu memberi nafkah 
Nafkah yakni berupa nafkah lahir atau nafkah batin, yang 
menyebabkan penderitaan dipihak isteri. 
4) Mafqῡd  
Mafqῡd adalah suami meninggalkan tempat tetapnya dan tidak 
diketahui kemana perginya dan di mana keberadaannya dalam 
waktu yang lama. 
5) Melanggar perjanjian dalam perkawinan 
Sebelum akad nikah suami dan isteri dapat membuat 
perjanjian perkawinan. Pelanggaran terhadap perjanjian 
perkawinan tersebut dapat menyebabkan terjadinya pembatalan 
perkawinan. 
Dalam hal pembatalan perkawinan harus adanya alasan-alasan 
pembatalan perkawinan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam 
pada pasal 71 dan 72 yaitu :
34
 
1) Pasal 71  
Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:  
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a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan 
Agama;  
b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih 
menjadi isteri pria lain yang mafqud.  
c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan 
suami lain;  
d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan 
sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang- undang No.1. 
Tahun 1974;  
e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh 
wali yang tidak berhak;  
f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.  
2) Pasal 72 
(1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan 
pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di 
bawah ancaman yang melanggar hukum.  
(2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan 
pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya 
perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri 
suami atau isteri  
(3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu 
menyadari keadanya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan 
setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak 
52 
 
dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan 
pembatalan, maka haknya gugur.  
Selain dengan alasan-alasan yang tercantum di Kompilasi 
Hukum Islam pada Pasal 71 dan 72. Adapun sebab-sebab suatu 
perkawinan bisa dibatalkan yang tercantum dalam Pasal 70 pada 
Kompilasi Hukum Islam dan pada Pasal 27 Undang-Undang No.1 
Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu : 
35
 
(1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan 
pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan 
dibawah ancaman yang melanggar hukum.  
(2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan 
pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya 
perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.  
(3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu 
telah menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) 
bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak 
mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan 
pembatalan, maka haknya gugur. 
3. Pembatalan perkawinan berdasarkan UU RI No.1 Tahun 1974 
Tentang Perkawinan 
Pembatalan merupakan upaya-upaya dalam pembatalan setelah 
perkawinan selesai dilakukan. Dapat ditegaskan dalam pasal 22 yang 
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menyebutkan “Perkawinan dapat di batalkan apabila para pihak tidak 
memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Dalam 
hal ini juga tertera pada KHI yang lebih sistematis dari pada Undang-
Undang Perkawinan yaitu yang tertera pada Pasal 70 - Pasal 71 yang 
setara dengan  Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974. 
36
 
Alasan-alasan yang dapat diajukan untuk pembatalan 
perkawinan adalah: 
1) Perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat 
perkawinan yang tidak berwenang. 
2) Wali nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah, 
3) Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi,  
4) Perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar 
hukum, 
5) Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri 
suami atau istri.
37
 
 Tentang Perkawinan pada Pasal 22, 23, 24 dan Pasal 26 
mengatur tentang pihak yang dapat mengajukan pembatalan dan pasal 
25 mengatur tentang tempat dimana pembatalan tersebut diajukan. 
Namun, walaupun terdapat alasan untuk melakukan pembatalan 
perkawinan, tetapi tidak semua orang dapat mengajukan pembatalan 
perkawinan. Sedangkan pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh 
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salah satu dari suami istri yang bersangkutan, antar lain karena anggota 
keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dari suami atau istri. Selain 
itu, dapat pula diajukan oleh pejabat yang berwenang atau pejabat yang 
ditunjuk atau orang lain yang berkepentingan hukum secara langsung 
terhadap perkawinan tersebut.
38
 
 
C. Gangguan Jiwa  
Gangguan kejiwaan merupakan perubahan suatu fungsi jiwa yang 
menyebabkan ada gangguan dalam fungsi jiwa, yang menimbulkan 
penderitaan pada individu dan atau hambatan dalam melaksanakan peran 
sosial. 
39
 Dalam hal ini orang yang mengalani gangguan jiwa lebih terjadi 
karena adanya perpaduan faktor yang mendukung meliputi biologis, 
psikologis, sosial dan lingkungan. Tidak seperti pada penyakit jasmaniah, 
sebab-sebab gangguan jiwa adalah kompleks.
40
 
Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya gangguan jiwa 
yaitu:
41
 
1) Faktor predisposisi terbanyak adalah pada aspek biologis, di mana 
setiap orang yang sudah mengalami sakit jiwa sebelumnya dan 
dinyatakan sembuh namun saat kembali ke masyarakat, namun 
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stigma negatif yang ada di masyarakat yang membuat mereka 
ditolak atau tidak diperlakukan baik di masyarakat. Pada aspek 
psikologis adalah dimana tipe kepribadian yang tertutup dan 
penyebab pada aspek sosial yaitu dimana seseorang yang tidak 
bekerja. 
2) Faktor presipitasi yaitu pada aspek biologis terbanyak adalah putus 
obat, dalam aspek psikologis yaitu pengalaman tidak 
menyenangkan dan penyebabnya pada aspek sosial terbanyak 
adalah konflik dengan keluarga atau teman.  
Pandangan islam kesehatan mental merupakan suatu kondisi yang 
memungkinkan perkembangan fisik (biologic), intelektual 
(rasio/cognitive), emosional (affective), dan spiritual (agama) yang optimal 
dari seseorang dan perkembangan itu berjalan selaras dengan keadaan 
orang lain.
42
 Dalam konsep kesehatan mental Islam tidak jauh berbeda 
dengan pandangan para ahli kesehatan mental pada umumnya. Namun 
dalam konsep kesehatan mental Islam menekankan pada stigma gangguan 
jiwa yang timbul oleh asumsi bahwa gangguan jiwa disebabkan oleh hal-
hal gaib. Mengenai hal tersebut, faktor-faktor yang berasal dari luar tubuh 
manusia seperti pengaruh supranatural dan faktor internal yang bisa 
menyebabkan gangguan jiwa, namun apabila kondisi seseorang secara 
psikologis dan spiritual stabil dan seimbang, maka ia akan terhindar dari 
                                                          
       
42
 Suhaimin, “ Gangguan Jiwa Dalam Perspektif  Kesehatan Mental Islam,” Jurnal Risalah,  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN SUSKA (Riau) Vol. 26 Nomor 4, 2015, hlm. 202. 
 
56 
 
pengaruh tersebut. Jadi, pengaruh supranatural dan hal-hal gaib bukan 
faktor utama yang menyebabkan seseorang mengalami gangguan jiwa. 
43
 
D. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang 
Disabilitas dan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman 
Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum 
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang 
Disabilitas 
Pengertian Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang 
mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam 
jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat 
mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan 
efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak yang tertera 
pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang 
Penyandang Disabilitas. Selain itu pada pasal Pasal 4 ayat (1) Ragam 
Penyandang Disabilitas meliputi: 44 
a. Penyandang Disabilitas fisik;  
b. Penyandang Disabilitas intelektual;  
c.  Penyandang Disabilitas mental; dan/atau 
d. Penyandang Disabilitas sensorik.  
selain itu ada beberapa hak-hak yang diterima oleh penyandang 
disabilitas salh satunya hak keadilan dan perlindungan yang terdapat pada  
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pasal 9 Undang-Undang No.8 Tahun 2016 Hak keadilan dan perlindungan 
hukum untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:
45
 
a. atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;  
b. diakui sebagai subjek hukum;  
c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;  
d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk 
mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;  
e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan 
nonperbankan;  
f. memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;  
g. atas Pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, 
Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak 
milik; 
h. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya 
dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan  
i. dilindungi hak kekayaan intelektualnya.  
2. PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili 
Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum 
Pengertian Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa  Perempuan 
Berhadapan dengan Hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan 
hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau 
perempuan sebagai pihak. Selain itu pada Pasal 3 yaitu Pedoman 
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mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum bertujuan 
agar hakim:
46
 
a. memahami dan menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2;  
b. mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga 
mengakibatkan Diskriminasi Terhadap Perempuan; dan  
c. menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam 
memperoleh keadilan.  
Dalam pasal ini dijelaskan bahwa hakim dapat mengadili 
perempuan yaitu pada pasal 6 PERMA Nomor 3 Tahun 2017  yaitu 
Hakim dalam mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan 
Hukum: 
47
 
a. mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan Stereotip Gender 
dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis;  
b. melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/atau 
hukum tidak tertulis yang dapat menjamin Kesetaraan Gender;  
c. menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang 
hidup dalam masyarakat guna menjamin Kesetaraan Gender, 
perlindungan yang setara dan non diskriminasi; dan  
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d. mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian-
perjanjian internasional terkait Kesetaraan Gender yang telah 
diratifikasi.  
Pasal lain yang menjelaskan hakim dapat mengadili dengan yaitu 
pasal 10 yaitu Hakim atas inisiatif sendiri dan/atau permohonan para 
pihak, penuntut umum, penasihat hukum dan/atau korban dapat 
memerintahkan Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk 
didengar keterangannya melalui pemeriksaan dengan komunikasi 
audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain, 
apabila:
48
  
a. kondisi mental/jiwa Perempuan Berhadapan dengan Hukum tidak 
sehat diakibatkan oleh rasa takut/trauma psikis berdasarkan 
penilaian dokter atau psikolog;  
b. berdasarkan penilaian hakim, keselamatan Perempuan 
Berhadapan dengan Hukum tidak terjamin apabila berada di 
tempat umum dan terbuka; atau  
c.  berdasarkan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 
(LPSK), Perempuan Berhadapan dengan Hukum dinyatakan 
berada dalam program perlindungan saksi dan/atau korban dan 
menurut penilaian LPSK tidak dapat hadir di persidangan untuk 
memberikan keterangan baik karena alasan keamanan maupun 
karena alasan hambatan fisik dan psikis. 
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BAB III 
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO NOMOR 
541/Pdt.G/2018/PA.Skh TENTANGPEMBATALAN PERKAWINAN 
 
A. Profil Pengadilan Agama Sukoharjo  
1. Sejarah Pengadilan Agama 
Paska perang jawa (1825-1830) kompeni Belanda makin 
memperketat keamanan untuk mencegah terulangnya pemberontakan 
rakyat Jawa. Kondisi masyarakat jawa semakin miskin mendorong 
terjadinya tindak kejahatan (pidana) di berbagai tempat. Menghadapi 
hal itu pemerintah kolonial menekan raja Surakarta dan Yogyakarta 
agar menerapkan hukum secara tegas. Salah satunya dengan 
membentuk lembaga hukum yang dilengkapi dengan berbagai 
pendukung. Di Kasunanan Surakarta dibentuk Pradata Gedhe, yakni 
pengadilan kerajaan yang menjadi pusat penyelesaian semua perkara. 
Lembaga ini dipimpin oleh Raden Adipati (Patih) di bawah 
pengawasan Residen Surakarta. Dalam pelaksanaannya Pradata Gedhe 
mengalami kesulitan karena volume perkara yang sangat besar. Sunan 
Pakubuwono dan Residen Surakarta memandang perlu melimpahkan 
sebagian perkara kepada pemerintah daerah. Mereka sepakat 
membentuk pengadilan di tingkat kabupaten yang diberi nama Pradata 
Kabupaten.
1
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Pada tanggal 16 Februari 1874, Sunan Pakubuwono IX dan 
Residen Surakarta Keucheneus membuat perjanjian pembentukan 
Pradata Kabupaten di wilayah Klaten, Boyolali, Ampel, Kartasura, 
Sragen dan Larangan. Surat perjanjian tersebut disyahkan pada hari 
Kamis tanggal 7 Mei 1874 Staatsblad nomor 209. Pada Bab I surat 
perjanjian, tertulis sebagai berikut : "Ing Kabupaten Klaten, Ampel, 
Boyolali, Kartasura lan Sragen, apadene ing Kawedanan Larangan 
kadodokan pangadilan ingaranan Pradata Kabupaten. Kawedanan 
Larangan saikiki kadadekake kabupaten ingaranan Kabupaten 
Sukoharjo" (Di Kabupaten Klaten, Ampel, Boyolali, Kartasura dan 
Sragen dan juga Kawedanan Larangan dibentuk pengadilan yang 
disebut Pradata Kabupaten. Kawedanan Larangan sekarang dijadikan 
kabupaten dengan nama Kabupaten Sukoharjo).
2
 
Pada waktu keluarnya Keputusan Raja Belanda tanggal 19 
Januari 1882 No. 24 Stbl 1882 No. 152, tentang pembentukan Raad 
Agama Jawa & Madura Pengulu Ageng di Surakarta dijabat oleh K. 
Pengulu Tafsir Anom ke V. Diwisuda oleh Sinuwun Pakubuwono ke 
II, menjadi Pengulu Ageng Kraton Surakarta pada tanggal 3 Safar, 
tahun 1815 c / 1883 M dan pada waktu di Surakarta dibentuk 
Landraad pada tanggal 1 Maret 1903, maka beliau ( K. Pengulu Tafsir 
Anom ke V ) diangkat menjadi Hoofd Pengulu Landrand dengan 
Keputusan Residen tanggal 7 Januari 1903 No. 4 X. Pada tahun 1962 
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di Kabupaten / Dati II Sukoharjo berdiri cabang Pengadilan Agama di 
Sukoharjo  lepas dari Pengadilan Agama Surakarta. Semula gedung 
Pengadilan Agama Sukoharjo berada di Komplek Masjid Raya 
Sukoharjo  Jl. Slamet Riyadi, Sukoharjo kemudian awal Pebruari 2007 
boyongan ke gedung baru. Terletak di Joho, Kelurahan Joho, 
Kecamatan Sukoharjo, tepatnya Jl. Rajawali No. 10, Kabupaten 
Sukoharjo.
3
 
2. Susunan Organisasi Pengadilan Agama 
Administrasi di Pengadilan Agama Sukoharjo dilaksanakan oleh 
seorang Ketua Pengadilan yang dibantu oleh wakilnya, panitera dan 
staf-stafnya. Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Sukoharjo 
selengkapnya sebagai berikut :
4
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STRUKTUR ORGANISASI 
PENGADILAN AGAMA KELAS IB SUKOHARJO 
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3. Visi dan Misi Pengadilan Agama 
a. Visi :“Terwujudnya Pengadilan Agama Sukoharjo yang Agung. 
Berwibawa dan Bersahaja.” 
b. Misi 
1) Menyelenggarakan pelayanan Yudisial dengan seksama dan 
sewajarnya, serta mengayomi masyarakat dengan penuh 
tanggungjawab. 
2) Menyelenggarakan pelayanan Non Yudisial dengan bersih dan 
bebas dari praktek korupsi. Kolusi dan Nepotisme. 
3) Membuka akses informasi terhadap proses penanganan perkara 
dan persiapan manajemen modern secara layak. 
4) Meningkatkan pembinaan Sumber Daya Manusia dan 
pengawasan terhadap jalannya peradilan.
5
 
4. Pelaksanaan Administrasi Pengadilan Agama 
Pengadilan Agama Sukoharjo dalam melaksanakan administrasi 
mengacu pada SK Mahkamah Agung RI nomor KMA/001/SK/191 
tentang Pola-Pola Pembinaan Pengendalian Administrasi 
Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi 
Agama.Pelaksanaan SK tersebut telah diusahakan semaksimal 
mungkin agar sesuai dengan yang diharapkan.
6
 
Pola yang diterapkan juga sesuai dengan pola yang dicantumkan 
dalam SK, seandainya terdapat sedikit perbedaan hanya masalah 
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teknis saja.Seperti pembagian kerja antara Meja I, Meja II, dan Meja 
III.Meskipun sudah dipisahkan dengan tegas, namun dalam 
pelaksanaannya masih saling membantu demi kelancaran berperkara. 
Pemisahan ruang administrasi kantor dan perkara menjadikan kinerja 
masing-masing efektif, sehingga tidak berkesan campur baur jadi 
satu.
7
 
B. Deskripsi Perkara Nomor  541/Pdt.G/2018/PA.Skh 
1. Deskripsi Perkara Nomor 541/Pdt.G/2018/PA.Skh 
Perkara Nomor 541/Pdt.G/2018/PA.Skh membahas mengenai 
pembatalan perkawinan yang diajukan oleh seorang suami guna 
membatalkan perkawinan karenamerasa ditipu oleh istri dan orang 
tuanya, keadaan istrinya yang ternyata tidak seperti orang normal 
kebanyakan. Perkawinan juga  telah tercatat di Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo (Kutipan Akta Nikah 
Nomor: 0245/075/IV/2018 tertanggal 30 April 2018). Dalam hal ini 
pernikahan yang terjadi adalah bahwa selama pernikahan suami istri 
ini belum hidup rukun selayaknya suami isteri (qobla dukhul) dan 
sesaat setelah pernikahan isteri bertindak tidak selayaknya perempuan 
dima isteri berperilaku tidak sebagaimana orang normal dan sering 
duduk termenung dalam pandangan kosong.Sebagaimana tercantum 
dalam putusan nomor 541/Pdt.G/2018/PA.Skh halaman 2.
8
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2. Duduk Perkara Nomor 541/Pdt.G/2018/PA.Skh 
Dalam posita yang dituangkan sebagai dalam putusan hal 2 
pembatalan perkawinan nomor 541/Pdt.G/2018/PA.Skh menyebutkan 
Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan karena 
menemukan beberapa hal yang terkait.Bahwa pemohon adalah Suami 
termohon. 
Pemohon mengajukan permohonanya dengan didasari dengan 
alasan berikut: bahwa termohon setelah menikah selama 5 hari. 
Diketahui bertidak tidak seperti orang normal dan melakukan hal-hal 
yang tidak masuk sesuai dilakukan orang normal. Dengan dasar dan 
alasan  tersebut pemohon merasa tertipu dengan keadaan istrinya 
tersebut. Di mana diketahui setelah beberapa hari menikah. 
Sebelumnya pemohon menggap bahwa termohon memiliki sifat malu, 
karena saat pertama kali bertemu termohon hanya mengambilkan 
minum dan masuk kedalam  lagi sehingga pemohon mengira bahwa 
termohon memiliki sifat malu. 
9
 
Pada petitum atau tuntutan pemohon yang di surat permohonan 
menyebutkan bahwa memohon agar Pengadilan Agama Sukoharjo 
mengabulkan permohonan untuk pembatalan perkawinan atas putusan 
seadil-adilnya dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo.
10
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3. Proses Pemeriksaan Perkara Nomor 541/Pdt.G/2018/PA.Skh 
Dalam proses sidang hari persidangan yang telah ditetapkan, 
Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak pernah hadir dan 
tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau 
kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 
541/Pdt.G/2018/PA.Skh. Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita 
Pengganti untuk memanggil orang tua Termohon dengan 3 kali 
panggilan secara resmi dan patut oleh Pengadilan Agama Sukoharjo, 
sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannnya itu disebabkan oleh 
suatu halangan yang sah, sehingga Termohon tidak dapat didengar 
keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya 
termohon.
11
Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha 
menasehati agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan 
Termohon tetapi tidak berhasil.
12
 
 
C. Pertimbangan Hakim  
Atas petitum dari Pemohon hakim mengabulkan dengan amar 
putusan sebagai berikut : 
a. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara patut 
untukmenghadap di persidangan, tidak hadir; 
b. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; 
c. Membatalkan pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan 
Termohon(TERMOHON) yang dilaksanakan pada hari Senin 
tanggal 30 April 2018di hadapan pegawai Kantor Urusan Agama 
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Kecamatan Grogol,Kabupaten Sukoharjo dengan Kutipan Akta 
Nikah Nomor0245/075/IV/2018 tertanggal 30 April 2018; 
d. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 0245/075/IV/2018 
tertanggal30 April 2018 tidak mempunyai kekuatan hukum; 
e. Memerintrahkan kepada Pemohon untuk melaporkan isi Penetapan 
inike Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol, Kabupaten 
Sukoharjo. 
f. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya 
perkarasejumlah Rp.591.000,- (Lima ratus sembilan puluh satu 
ribu rupiah);
13
 
 
Hakim memutuskan perkara ini dengan amar putusan terkabul 
dengan pertimbangan sebagi berikut yaitu : 
1. Majelis berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa 
keluarga Termohon telah dengan sengaja menutup- nutupi keadaan 
diri Termohon yang tidak norma/ tidak waras/memgalami gangguan 
jiwa pada saat pernikahan, sehingga pernikahan tersebut mengandung 
unsur penipuan terhadap keadaan diri Termohon.  
2. Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana 
tersebut di atas, ternyata Pemohon merasa tertipu dan tidak dapat 
melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon, karena hal tersebut 
sangat mengganggu batin Pemohon,oleh karena itu majelis menilai 
jika rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap diteruskan maka 
kemadlaratan yang akan menimpa keduanya, oleh karena itu 
menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui pembatalan 
pernikahan merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi 
keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan mereka.  
3. Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon beralasan dan tidak 
melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, 
Termohon dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat 
dikabulkan dengan verstek. 
4. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut 
di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon 
telah cukup alasan untuk melakukan pembatalan nikah sesuai dengan 
pasal 27 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 72 
ayat (2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum 
Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan. 
5. Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 28 ayat (1) Undang- Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 74 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, 
batalnya perkawinan antara Pemohon dan Termohon terhitung setelah 
putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak 
saat berlangsungnya perkawinan.  
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6. Menimbang, bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 0245/075/IV/2018 
tertanggal 30 April 2018 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan 
hukum dan memerintrahkan kepada Pemohon untuk melaporkan isi 
Penetapan ini ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol, 
Kabupaten Sukoharjo untuk dilakukan pencabutan terhadap Kutipan 
Akta Nikah tersebut.
14
 
 
Dalam pertimbangan hakim pada halaman 11putusan Nomor 
541/Pdt.G/2018/PA.Skhmenyebutkan beberapa pertimbangan hakim 
yaitu antara lain Pemohon bukti surat berupa: 
a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang di 
keluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 
3311010805740001, tanggal 25 Agustus 2012, telah diberi meterai 
cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok 
dengan aslinya diberi tanda P.1; 
b. Fotocopy Kutipan Akta nikah Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor 
Urusan Agama Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo Nomor : 
0245/075/IV /2018 , tanggal 30 April 2018 telah diberi meterai cukup 
dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dengan 
aslinya, diberi tanda P.2;
15
 
 
Dalam pembuktian surat ini dijadikan sebagai P.1 dan P.2 yang 
dijadikan sabagai bukti karena memenuhi syarat-syarat alat bukti. Selain 
itu ada juga beberapa saksi yang dijadikan alat bukti yaitu SAKSI 1, umur 
52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta  pengrajin gamelan, 
memberikanketerangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai 
berikut:Bahwa saksi Kenal Pemohon sejak kecil sebagai saudara 
sepupuPemohon dan kenal dengan Termohon sejak menikah 
denganPemohon. Saksi ini menjelaskan bahwa termohon seperti orang 
tidak waras, diam saja, tidak bisa berinteraksi denganorang lain, 
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Termohon tidak mengenal malu Termohon makannya tidakterkendali, 
seperti bukan kemauannya sendiri.
16
 
SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta 
pengrajingitar, tempat tinggal di Dusun Pandaan Rt.02 Rw.01, Desa 
Pondok,Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, memberikan 
keterangan dibawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:Bahwa 
saksi adalah saudara sepupu dua kali dengan Pemohon dankenal dengan 
Termohon sejak menikah dengan Pemohon. Bahwa Pemohon dan 
Termohon adalah suami isteri menikah sekitarApril 2018 di Grogol, 
Sukoharjo, saksi hadir, yang menikahkanpetugas dari Kantor Urusan 
Agama Kecamatan Grogol dan syaratsyaratnikahnya sudah dilengkapi. 
Bahwa Setelah menikah Pemohon dengan Termohon, tinggal bersamadi 
rumah orang tua Pemohon selama 4 hari, kemudian pada harikelima 
Termohon dikembalikan kerumah orang tua Termohon olehPemohon 
ditemani oleh Ketua Rt./Rw. Bahwa penyebab dipulangkannya Termohon 
kepada orangtuanyakarena Pemohon setelah terjadi pernikahan merasa 
tertipu, Termohonseperti orang tidak waras, diam saja, tidak bisa 
berinteraksi dengan orang lain, Termohon tidak mengenal maluTermohon 
makannya tidakterkendali, seperti bukan kemauannya sendiri.
17
 
Dijadikan bukti bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang 
saksidi depan persidangan dan ternyata keterangan kedua orang saksi 
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tersebut diatas, secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan 
yang lain,serta mendukung dalil Permohonan Pemohon. Sehingga telah 
memenuhisyarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis 
Hakim menilaikesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan 
sebagai alat buktiyang sah serta menguatkan dalil Permohonan 
Pemohon;
18
 
Bahwa berdasarkan terbukti sebagaimana tersebut di atas, ternyata 
Pemohon merasa tertipu dan tidak dapat melanjutkan rumah tangganya 
dengan Termohon, karena hal tersebut sangat mengganggu batin 
Pemohon,oleh karena itu majelis menilai jika rumah tangga Pemohon dan 
Termohon tetap diteruskan maka kemadlaratan yang akan menimpa 
keduanya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut 
melalui pembatalan pernikahan merupakan tindakan yang lebih baik dan 
maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan 
mereka.
19
 
Dari seluruh pernyataan yang adabahwa Pemohon merasa tertipu 
dan tidak dapat melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon, karena 
hal tersebut sangat mengganggu batin Pemohon,oleh karena itu majelis 
menilai jika rumahtangga Pemohon dan Termohon tetap diteruskan maka 
kemadlaratan yangakan menimpa keduanya, oleh karena itu 
menyelamatkan mereka darikeadaan tersebut melalui pembatalan 
pernikahan merupakan tindakan yanglebih baik dan maslahat bagi 
keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan mereka. Dalam 
Pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah melanggar ketentuan 
pasal 72 ayat (2) KHI, yaitu adanya unsur penipuan keadaan diri 
Termohon.Pemohon yang menutupi keadaan dirinya selama 
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pernikahan.Sehingga permohonan pembatalan perkawinan tersebut 
dinyatakan beralasan dan dapat diputuskan bahwa permohonan Pemohon 
tersebut diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim.
20
 
Dalam pertimbangan Majelis hakim ada beberapa titik yang 
penting yaitu dalam  pertimbangan bahwa keadaan istri yang menutup-
nutupi keadaan dirinya yaitu Termohon tidak norma/ tidak 
waras/memgalami gangguan jiwa pada saat pernikahan, sehingga 
pernikahan. Pertimbangan ini didasari dengan pembuktian 2 orang saksi 
yang diajukan oleh pemohon.Di mana dalam kesaksiannya dua orang ini 
mengaku bahwa keadaan diri dari termohon memang mengalami 
gangguan jiwa. 
Selanjutnya dalam pertimbangan hakim yaitu demi kemaslahatan 
dari Termohon, jika Termohon terus bersama dengan istrinya bisa 
mengganggu batin dari Termohon sehingga tujuan dari perkawinan tidak 
akan tercapai. Dan jika diteruskan maka kemadlaratan yang akan terjadi 
sehingga dibatalkannya perkawinan ini. 
Pertimbangan Pembatalan perkawinan dengan alasan yang 
terdapat pada  Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
Tentang Perkawinan jo Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu 
“Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan 
perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi 
penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri”. Salah sangka 
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di mana keadaan istrinya yang terlah ditutup-tutupi tanpa adanya 
kejujuran.Adanya penipuan yang dilakukan termohon dan orang tua 
termohon yang menutup- nutupi keadaan termohon yang tidak 
normal/tidak waras atau mengalami gangguan jiwa.Melihat fakta –fakta 
yang ada hal yersebut terbukti bahwa termohon benar mengalami 
gangguan jiwa. 
Dari semua pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim 
dalam perkara putusan pembatalan perkawinan hakim melihat bukti dan 
menggunakan pendapat bersama yang dijadikan sebagai dasar putusan 
sesuai dengan pembuktian yang sudah diajukan. Maka dari itu Majelis 
Hakim memutuskan terkabul dengan amar putusan sebagai berikut : 
Dari amar putusan  dapat disimpulkan bahwa dalam persidangan 
termohon telah di panggil secara patut dipersidangan tetapi tidak hadir 
sehingga putusan verstek.Dalam hal pemutusan verstek hakim 
memutuskan tanpa memanggil wali itu karena suami Termohon masih 
ragu apakah istrinya bener-benar gila karena saat menikah istri pemohon 
seperti orang normal tetapi setelah menikah tidak seperti orang 
normal.
21
Sehingga di putus terkabul dengan membatalkan perkawinan 
yang dilaksanakan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 30 April 2018 di 
hadapan pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol, Kabupaten 
Sukoharjo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0245/075/IV/2018 
tertanggal 30 April 2018 dan Kutipan Akta Nikah Nomor 
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0245/075/IV/2018 tertanggal30 April 2018 tidak mempunyai kekuatan 
hukum. 
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BAB IV  
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO 
No.541/Pdt.G/2018/PA.Skh  
A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Pembatalan Perkawinan 
Pada Putusan No.541/Pdt.G/2018/PA.Skh  
Perkara yang diteliti adalah putusan Nomor 
541/Pdt.G/2018/Pa.Skh, di mana pembatalan perkawinan yang lakukan 
suami (pemohon) menggugat istri (termohon) dengan alasan  yaitu 
pernikahan antara Pemohon dan Termohon terjadi karena faktor 
perjodohan dan Pemohon tidak begitu mengenal Termohon secara baik 
tentang keadaan dan kepribadian Termohon karena sebelum terjadinya 
pernikahan, orang tua Termohon tidak pernah menerangkan bahwa 
Termohon dalam keadaan tidak selayaknya seorang perempuan yang 
normal  dan Pemohon belum bertemu sama sekali dengan Termohon. 
Setelah terjadi pernikahan diketahui, ternyata Termohon dalam kondisi 
yang tidak sebagaimana selayaknya seorang perempuan yang normal/ 
kebanyakan, yakni Termohon berperilaku tidak sebagaimana orang yang 
normal. Bahwa dengan keadaan tersebut, Pemohon merasa tertipu karena 
Pemohon baru mengetahui keadaan Termohon setelah pernikahan (ijab 
qobul) berlangsung. Perkara tentang permohonan pembatalan perkawinan 
ini diajukan pada tanggal 9 mei 2018 ke muka Pengadilan Agama 
Sukoharjo oleh Pemohon yaitu suami Termohon.1 
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Agar lebih mudah dalam memahami dasar pertimbangan Hakim 
Pengadilan Agama Sukoharjo dalam memutus apakah terbukti bahwa 
Termohon telah menipu Pemohon tentang keadaan dirinya, maka akan 
dijelaskan secara lebih rinci sebagai berikut:
2
 
Pertama, proses dalam perkara ini hakim melakukan pembuktian, 
dengan alat bukti. Putusan ini memberikan alat bukti yang berupa surat 
Kutipan Akta nikah Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan 
Agama Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo Nomor : 0245/075/IV 
/2018. Bukti sebagai pertimbaangan hakim dalam mengambil keputusan 
yaitu dalam putusan disebut P.2. 
Kedua, berdasarkan bukti P.1 dan P.2 Pemohon telah tepat 
mengajukan permohonan Pembatalan Nikah tersebut ke Pengadilan 
Agama Sukoharjo yang mewilayahi tempat berlangsungnya perkawinan 
antara Pemohon dan Termohon, permohonan ini telah sesuai dengan 
ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. 38 ayat (1) 
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 74 ayat (1) 
Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan 
Agama Sukoharjo. 
Ketiga, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh- sungguh 
mendamaikan dengan menasehati Pemohon di setiap persidangan agar 
mengurungkan niatnya untuk membatalkan pernikahannya sebagaimana 
diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. 
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Pasal 82 Undang-Udang  Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi usaha tersebut 
tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan.  
Ke-empat, Alat bukti yang diajukan yang lain adalah saksi dalam 
putusan perkara pembatalan perkawinan ini ada 2 saksi yang diajukan 
adalah : 
1. Saksi 1, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta  
pengrajin gamelan, memberikan keterangan di bawah sumpahnya 
yang pada intinya sebagai berikut: Bahwa saksi Kenal Pemohon 
sejak kecil sebagai saudara sepupu Pemohon dan kenal dengan 
Termohon sejak menikah dengan Pemohon. Saksi ini 
menjelaskan bahwa termohon seperi orang tidak waras, diam saja, 
tidak bisa berinteraksi dengan orang lain, Termohon tidak 
mengenal malu Termohon makannya tidak terkendali, seperti 
bukan kemauannya sendiri. 
3
 
2. Saksi 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta 
pengrajin gitar, tempat tinggal di Dusun Pandaan Rt.02 Rw.01, 
Desa Pondok, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, 
memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya 
sebagai berikut: Bahwa saksi adalah saudara sepupu dua kali 
dengan Pemohon dan kenal dengan Termohon sejak menikah 
dengan Pemohon. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami 
isteri menikah sekitar April 2018 di Grogol, Sukoharjo, saksi 
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hadir, yang menikahkan petugas dari Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Grogol dan syarat-syarat nikahnya sudah dilengkapi. 
Bahwa Setelah menikah Pemohon dengan Termohon, tinggal 
bersama di rumah orang tua Pemohon selama 4 hari, kemudian 
pada hari kelima Termohon dikembalikan kerumah orang tua 
Termohon oleh Pemohon ditemani oleh Ketua Rt./Rw. Bahwa 
penyebab dipulangkannya Termohon kepada orangtuanya karena 
Pemohon setelah terjadi pernikahan merasa tertipu, Termohon 
seperti orang tidak waras, diam saja, tidak bisa berinteraksi 
dengan orang lain, Termohon tidak mengenal malu Termohon 
makannya tidak terkendali, seperti bukan kemauannya sendiri.
4
 
Dapat disimpulkan bahwa dalam pertimbangan Majelis hakim ada 
beberapa titik yang penting yaitu dalam  Pertimbangan ini didasari 
dengan pembuktian 2 orang saksi yang diajukan oleh pemohon. Di 
mana dalam kesaksiannya dua orang ini mengaku bahwa keadaan diri 
dari termohon memang mengalami gangguan jiwa.  
 Selain itu Pertimbangan Majelis  Hakim yaitu demi kemaslahatan 
dari Termohon, jika Termohon terus bersama dengan istrinya bisa 
mengganggu batin termohon dan orang yang tidak normal tidak dapat 
melahirkan keturunan yang baik dan orang tidak normal  merupakan 
orang yang tidak cakap dalam hukum sehingga tujuan perkawinan 
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tidak terpenuhi. Jika diteruskan maka kemadlaratan yang akan terjadi 
sehingga dibatalkannya perkawinan ini.
5
 
Pertimbangan Pembatalan perkawinan dengan alasan yang 
terdapat pada  Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum 
Islam yaitu “Seorang suami atau isteri dapat mengajukan 
permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu 
berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka 
mengenai diri suami atau istri”. Di mana keadaan istrinya yang telah 
ditutup-tutupi tanpa adanya kejujuran. Adanya penipuan yang 
dilakukan termohon dan orang tua termohon yang menutup- nutupi 
keadaan termohon yang tidak normal/tidak waras atau mengalami 
gangguan jiwa. 
6
 
Penipuan merupakan perbuatan atau perkataan yang tidak jujur 
(bohong, palsu, dan sebagainya), sedangkan penipuan adalah proses, 
perbuatan, cara menipu.
7
 Penipuan yang dalam putusan ini 
merupakan proses perbuatan ketidakjujuran atau pembohongan 
keadaan diri istri (termohon) yang dilakukan kepada suami 
(pemohon). Dalam penipuan atau pembohongan ini orang tua dari 
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Termohon juga melakukannya karena tidak pernah memberitahu 
Pemohon kalau Termohon dalam keadaan yang tidak normal tetapi 
dibuat seolah-oleh termohon mempunyai sifat pemalu.  
Salah sangka yang dimaksud adalah di mana pernikahan ini 
terjadi karena adanya pejodohan dan pemohon hanya menemui 
termohon sekali dan hanya melihatnya seperti seorang pemalu dan 
dilihat dalam keadaan normal. Setelah terjadi pernikahan barulah 
keadaan sebenarnya terlihat bahwa termohon tidak seperti orang 
normal. Setelah dikembalikan ke rumah orang tua barulah diketahui 
bahwa orang tua menikahkan anaknya karene berfikir bahwa anaknya 
akan sembuh, tetapi hal ini tidak disampaikan kepada termohon 
sehingga termohon kecewa dan merasa tertipu.
8
 
Gangguan jiwa sendiri merupakan perubahan suatu fungsi jiwa 
yang menyebabkan ada gangguan dalam fungsi jiwa, yang 
menimbulkan penderitaan pada individu dan atau hambatan dalam 
melaksanakan peran sosial. 
9
 Setelah pernikahan (ijab qabul) setelah 
tinggal bersama suami tingkah istri tidak normal seperti duduk 
termenung dengan pandangan kosong, hannya diam saja, tidak 
berinteraksi dengan orang lain, dan makan tidak terkendali, seperti 
bukan kemauannya. Dilihat dari sifat-sifat isrti yang tidak seperti 
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orang normal dan sifat-sifat tersebut lebih mengarah kesifat orang 
yang mengalami gangguan jiwa. 
10
 
Dari uraian pertimbangan- pertimbangan yang dijadikan dasar 
oleh Majelis Hakim dalam memtus perkara pembatalan perkawinan 
yakni, Majelis Hakim lebih mendasarkan dan melihat dari sisi 
kepentingan suami dengan dasar majelis menilai jika rumah tangga 
mereka diteruskan maka tujuan perkawinan tidak tercapai,  oleh karena 
itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui pembatalan 
pernikahan merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi 
keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan mereka. 
Dalam pengambilan keputusan hakim harus memiliki suatu 
pertimbangan yang bersifat yuridis agar putusan yang dibuat oleh 
Majelis Hakim dapat memperoleh rasa keadilan bagi semua pihak. 
Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan pembatalan perkawinan 
nomor 541/Pdt.G/2018/Pa.Skh yang didasarkan pada keterangan 
Pemohon, keterangan saksi, alat bukti surat, serta pasal-pasal yang 
berhubungan dengan duduk perkara. Sehingga Majelis Hakim dapat 
mengambil suatu keputusan. 
Dari fakta-fakta diatas maka Majelis Hakim berpendapat telah 
terbukti sah dan meyakinkan bahwa pada saat dilangsungkan akad 
nikah Pemohon tidak mengetahui bahwa Termohon dalam keadaan 
yang tidak normal. Karena saat pertama bertemu Termohon terlihat 
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normal. Dengan demikian patut dinyatakan adannya salah sangka dari 
Pemohon terhadap diri Termohon saat akad nikah/perkawinan 
dilaksanakan.  
 
B. Penerapan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI dalam 
Putusan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 
541/Pdt.G/2018/Pa.Skh Tentang Pembatalan Perkawinan 
 
Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya perkara  Nomor 
541/Pdt.G/2018/Pa.Skh adalah perkara tentang permohonan pembatalan 
perkawinan yang diajukan pada  tanggal 9 mei 2018 ke muka Pengadilan 
Agama Sukoharjo oleh Pemohon yaitu suami Termohon. Pada tanggal 3 
Juli 2018 Majelis Hakim memutuskan untuk memenangkan pihak 
Pemohon, Majelis Hakim memutuskan bahwa permohonan dapat diterima 
dan putusan tersebut diputusan oleh Majelis Hakim dengan menimbang 
atas duduk / pokok permohonan, proses jawab-menjawab maupun proses 
pembuktian yang berlangsung selama proses persidangan.
11
 
Adapun analisis dari putusan di Pengadilan Agama Sukoharjo ini 
menurut Undang-Undang Tahun 1974 dan Kompilsasi Hukum Islam 
sebagai berikut :
12
 
1. Dasar hukum yang dijadikan landasan hukum yaitu Pada  pasal 27 
Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 72 
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Kompilasi Hukum Islam yang terdapat pada ayat (2) yaitu “Seorang suami 
atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan 
apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau 
salah sangka mengenai diri suami atau isteri”.  Semua ini disebabkan 
karena salah sangka yang di maksud salah sangka dalam hal ini adalah 
tidak ada penjelasan sebelumnya bahwa keadaan istri yang sebenarnya 
di mana orang tua si istri tidak menjelaskan niatnya itu membuat si 
suami kecewa dan memutuskan membatalkan perkawinan.  
Berdasarkan pasal ini jelas suami mempunyai kewenangan 
membatalkan perkawinan karena penipuan keadaan istrinya atau 
kebohongan yang telah dilakukan.  
2.  Adapun pengajuan pembatalan perkawinan, diaujukan kepada 
Pengadilan Agama yang berwenang sesuai dengan pasal 38 Peraturan 
Pemerintah nomor 9 tahun1975 Jo pasal 74 ayat (1) Kompilasi Hukum 
Islam yang menyatakan : “permohonan pembatalan perkawinan dapat 
diajukan pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi 
tempat berlangsungnya perkawinan atau tempat tinggal suami istri”. 
3. Dalam pelaksanaan persidangan, termohon tidak hadir ketidak hadiran 
termohon ini menjadikan putusan ini di putus dengan putusan verstek 
akan tetapi dalam persidangn pemohon telah mengajukan alat bukti 
seperti surat dan 2 orang saksi yang dapat dibuktikan dan memenuhi 
unsur sebagai alat bukti. 
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Bila merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam tidak menyebutkan 
definisi pembatalan perkawinan secara kongkrit, namun hanya 
menguraikan tentang konsepsi dari pembatalan perkawinan serta hal-hal 
yang berhubungan dengan pembatalan perkawinan. Dalam pembatalan 
perkawinan dalam KHI ada dua macam yaitu : 
13
 
1. Perkawinan batal demi hukum yaitu perkawinan yang melanggar 
larangan perkawinan yang mutlak, sehingga perkawinan mutlak harus 
dibatalkan. 
2. Perkawinan dapat dibatalkan yaitu perkawinan melanggar suatu 
perkawinan yang bersifat relative pelanggaran perkawinan karena 
sengaja.  
Menurut pasal 27 Undang- Undang Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan menyebutkan alasan-alasan pembatalan perkawinan yang 
dapat dibatalkan dengan melakukan pengajuan ke Pengadilan. Pada pasal 
27 ayat (2)  menyebutkan bahwa kemungkinan salah sangka mengenai 
suami atau istri, yang dijadikan salah satu alasan pembatalan perkawinan 
atau dijadikan kesempatan mengajukan pembatalan perkawinan. Pada 
kasus ini menjelaskan bahwa dalam pembatalan perkawinan yang 
dilakukan karena penipuan atau kesalahpahaman keadaan diri dari istrinya 
yaitu setelah menikah diketahui bahwa istri tidak seperti orang normal.  
 Selain itu pada Pasal 27 ayat (2)  Undang- Undang Nomor 1 
Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa pembatalan 
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perkawinan tidak terjadi karena adanya salah sangka mengenai istri atau 
suami melainkan juga tentang penipuan. Penipuan tidak hanya dilakukan 
oleh pihak laki-laki melainkan wanita juga. Biasanya bentuk penipuan 
yang dilakukan pihak laki-laki adalah penipuan identitas di mana ia 
mengaku jejaka padahal sudah menikah. Penipuan yang dilakukan pihak 
wanita biasanya menyembunyikan kekurangan yang ada pada dirinya, 
misalnya dikatakan tidak ada cacat fisik tetapi kenyataannya tidak 
demikian. 
Dalam Islam pembatalan perkawinan sesuai disebut dengan istilah 
Fasakh yang artinya merusak atau dibatalkan. Fasakh sendiri berarti rusak 
atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat 
atau salah satu rukunnya,atau sebab lainnya yang dilarang atau 
diharamkan oleh agama.
14
 Sebagaimana dalam syariat Islam tujuan 
perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia tapi dalam hal ini 
ketidak jujuran atau penipuan kedaan dari salah satu yaitu antara istri atau 
suami juga dapat menjadi faktor yang menyebabkan salah satu merasa 
tertipu.   
Dari amar putusan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam 
persidangan termohon telah dipanggil secara patut dipersidangan tetapi 
tidak hadir sehingga di putus verstek. Dalam hal pemutusan verstek hakim 
memutuskan tanpa memanggil wali itu karena suami Termohon masih 
ragu apakah istrinya bener-benar gila karena saat menikah istri pemohon 
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seperti orang normal tetapi setelah menikah tidak seperti orang normal.
15
 
Sehingga di putus terkabul dengan membatalkan perkawinan yang 
dilaksanakan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 30 April 2018 di 
hadapan pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol, Kabupaten 
Sukoharjo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0245/075/IV/2018 
tertanggal 30 April 2018 dan Kutipan Akta Nikah Nomor 
0245/075/IV/2018 tertanggal 30 April 2018 tidak mempunyai kekuatan 
hukum.
16
 
Dalam putusan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 
541/Pdt.G/2018/Pa.Skh tentang Pembatalan Perkawinan yang menjadikan 
dasar pertimbangan hakim merupakan bukti-bukti yang tercantum dalam 
hal pasal yang dijadikan dasar yaitu pada Kompilasi Hukum Islam pada 
Pasal 72 ayat (2) yang menitik beratkan pada “salah sangka kepada suami 
atau istri”.  Dalam putusan ini salah sangka yang diajukan adalah salah 
sangkan yang dilakukan seorang istri dan orang tuanya karena melakukan 
tipuan atau kebohongan terhadap suami tentang dirinya. Adanya penipuan 
yaitu perbuatan ketidak jujuran yang dilakukan oleh pihak istri yaitu orang 
tua istri. Dengan tingkah istri tidak normal seperti duduk termenung 
dengan pandangan kosong, hannya diam saja, tidak berinteraksi dengan 
orang lain, dan makan tidak terkendali, seperti bukan kemauannya telah 
membuktikan bahwa istri mengalami gangguan jiwa.Ketidak jujuran yang 
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dilakukan adalah di mana orang tua istri ini mempunyai niatan bahwa 
anaknya atau istri pemohon ini setalah menikah akan sembuh atau seperti 
orang biasa tetapi niat itu tidak pernah diutarakan kepada pihak suami atau 
pemohon sehingga timbul kekecewaan dan merasa tertipu.
17
 
Perkara putusan ini merupakan putusan yang terbatas tetapi tidak 
secara mutlak, tidak menutup kemungkinan alasan-alasan lain yang 
digunakan untuk membatalkan perkawinan dalam ketentuan peri 
kemanusian dan kesusilaan seperti peniupan, impoten dan lain-lain. Dalam 
hal tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagian dan 
sejahtera serta kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa. Akan tetapi 
tujuan perkawinan itu akan tercapai dalam perkawinanya terjadi kecacatan 
sehingga merugikan salah satu pihak.  
Berdasarkan dalam uraian di atas bahwa Putusan Pengadilan 
Agama Sukoharjo Nomor 541/Pdt.G/2018/Pa.Skh. berdasarkan data 
penelitian pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan 
karena merasa tertipu. Permohonan pembatalan perkawinan disertai 
dengan bukti-bukti sesuai fakta-fakta disertai saksi-saksi dan menemukan 
fakta bawa Termohon dan orang tua Termohon telah menutupi bahwa 
termohon dalam keadaan tidak waras, diam saja, dan tidak bisa 
berinteraksi dengan orang lain. Sehingga pemohon merasa tertipu dengan 
keadaan itu.  
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C. Analisis Terhadap Pembatalan Perkawinan Pada Putusan 
No.541/Pdt.G/2018/PA.Skh Persfektif Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 2016 dan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perempuan 
Berhadapan Dengan Hukum. 
Pada amar putusan hakim yang mengabulkan permohonan perkara 
pembatalan perkawinan ini dengan beberapa pertimbangan yaitu unsur 
salah sangka merupakan pemohon merasa tertipu dengan keadaan 
termohon tidak normal  yang tidak diberitahukan sebelumnya dan hakim 
mempertimbangkan bahwa keadaan termohon yang tidak normal dapat 
menganggu batin pemohon. Tetapi orang tidak normal dapat dikatagorikan 
sebagai seseorang yang menyandang disabilitas. Sehingga dapat 
mempertimbangkan dengan adanya Undang-Undang No.8 Tahun 2016 
Tentang Penyandang Disabilitas. 
 Pada Undang-Undang No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang 
Disabilitas. Diketahui pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 
2016 yaitu Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:  
a. Penyandang Disabilitas fisik;  
b. Penyandang Disabilitas intelektual;  
c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau  
d. Penyandang Disabilitas sensorik.  
Dalam perkara ini seorang yang ngalami tidak normal seperti itu 
dapat dikatakan penyandang disabilitas mental. Yang dimaksud dengan 
“Penyandang Disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, 
dan perilaku, antara lain:  
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a. Psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, 
dan gangguan kepribadian; dan  
b. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan 
interaksi sosial di antaranya autis dan hiperaktif.  
Seorang disabilitas dapat memiliki hak-haknya pada pasal 5 
Undakeng-Undang No.8 Tahun 2016 yang menjelaskan hak-hak 
penyandang disabilitas. Salah satunya pada pasal 9 Undang-Undang No.8 
Tahun 2016 Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk Penyandang 
Disabilitas meliputi hak:  
a. atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;  
b. diakui sebagai subjek hukum;  
c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;  
d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk 
mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;  
e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan non 
perbankan;  
f. memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;  
g. atas Pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, 
Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak 
milik; 
h. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya 
dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan  
i. dilindungi hak kekayaan intelektualnya.  
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Dapat diartikan bahwa penyandang disabilitas punya hak yng sama 
di mata hukum dan diakui sebagi subjek hukum. Karena dalam hal ini 
memutuskan hak dari seseorang.  
Pemohon sebenernya belum yakin bahwa termohon benar-benar 
gila. Dalam pernyataan itu dapat melihat  Peraturan Mahkamah Agung  
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili 
Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.  Pasal 1 ayat (1) 
menjelaskan bahwa  Perempuan Berhadapan dengan Hukum adalah 
perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, 
perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak. 
Pada pasal 6 PERMA Nomor 3 Tahun 2017  yaitu Hakim dalam 
mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum:  
a. mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan Stereotip Gender 
dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis;  
b. melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/atau 
hukum tidak tertulis yang dapat menjamin Kesetaraan Gender;  
c. menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang 
hidup dalam masyarakat guna menjamin Kesetaraan Gender, 
perlindungan yang setara dan non diskriminasi; dan  
d. mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian-perjanjian 
internasional terkait Kesetaraan Gender yang telah diratifikasi.  
Dari analisis diatas dapat disimpulkan bahwa seorang yang 
mengalami gangguan jiwa disebut sebagai penyandang disabilitas dan 
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dapat dijadikan sebagai subjek hukum dan memiliki hak yang sama di 
hadapan hukum. Dalam perkara pembatalan perkawinan ini dapat 
disimpulkan bahwa hakim memutus terkabul karena adanya penipuan atau 
salah sangka yang dilakukan orang tua kepada Pemohon. Meskipun hakim 
harus  benar-benar yakin bahwa termohon gila karena hakim memutus hak 
seseorang. Tidak hanya kemaslahatan bagi Pemohon tetapi juga 
kemaslahat bagi termohon.  
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BAB V  
PENUTUP 
Setelah penulis menelaah dan memaparkan analisis mengenai pembatalan 
perkawinan. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai 
berikut: 
A. Kesimpulan  
1. Hakim Mengabulkan Putusan Pembatalan Perkawinan Nomor 
541/Pdt.G/2018/Pa.Skh yang diajukan oleh seorang suami kepada istrinya 
karena tertipu keadaan istrinya yang mengalami gangguan jiwa. Di mana 
yang  menjadi pertimbangan hakim yaitu fakta dipersidangan terkait Pasal 
27 ayat (2)  Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 72 ayat 
(2). Dapat dikatakan adanya salah sangka tentang diri dari salah satu yaitu 
istri atau suami. Pertimbangan hakim dengan bukti yang ada dan saksi 
hakim sudah dilihat hakim dipersidangan.  
2. Penerapan hukum yang terdapat dalam perkara telah tepat dan sesuai 
karena sudah menerapakan aturan umum. Sesuai Pasal 27 ayat (2)  Tahun 
1974 dan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 72 ayat (2). Di mana unsur-
unsur salah sangka sudah terpenuhi. Salah sangka suami yang kecewa 
dengan keadaan diri istrinya yang tidak normal yang diketahui setelah 
menikah dan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan. Salah sangka bisa 
dijadikan salah satu alasan pembatalan perkawinan.  
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas 
yang artinya bahwa gangguan jiwa merupakan salah satu Penyandang 
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disabilitas dan dapat dijadikan sebagai subjek hukum dan memiliki hak 
yang sama di hadapan hukum. 
 
B. Saran   
Sebagai akhir dari pembahasan skripsi ini perlu kiranya penulis memeberi 
saran-saran sebagai berikut : 
1. Orang Islam yang hendak melaksanakan perkawinan hendaknya selektif 
dalam memilih calon pasangan hidup, yakni mengetahui dengan jelas latar 
belakang calon istri atau calon suami, sehingga tidak tertipu dan menyesal 
di kemudian hari.  
2. Terhadap penjabat yang berwenang atau pihak pegawai pencatat 
perkawinan yang mengawasi pelaksanaan perkawinan dalam 
melaksanakan tugas agar lebih teliti dan cermat, untuk menghindari kasus 
penipuan tentang identitas diri suami atau istri.  
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
P U T U S A N
Nomor 541/Pdt.G/2018/PA.Skh.
   ميحرلا نمحرلا هللا مسب 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
        Pengadilan Agama Sukoharjo di Jalan Rajawali N0. 10 Sukoharjo yang
memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam
persidangan  majelis  telah  menjatuhkan  putusan  dalam  perkara  pembatalan
nikah antara :
PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 08 Mei 1974, agama Islam,
pekerjaan  Pedagang  Keliling,  Pendidikan  Sekolah
Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dukuh
Beran  Rt.  05  Rw.  01  Desa  Karanganyar,  Kecamatan
Weru, Kabupaten Sukoharjo, sebagai "Pemohon”;
MELAWAN
TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 14 Agustus 1990, agama
Islam,  pekerjaan  Tidak  Bekerja,  Pendidikan  Belum
Sekolah,  tempat  kediaman di  Dukuh Danyung Rt.  03
Rw. 02 Desa Kwarasan, Kecamatan Grogol, Kabupaten
Sukoharjo, sebagai "Termohon";
Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat- alat bukti di 
persidangan;
TENTANG DUDUK PERKARANYA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09
Mei  2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo
Nomor 541/Pdt.G/2018/PA.Skh. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa  pada  tanggal  30  April  2018,  Pemohon  dengan  Termohon
melangsungkan pernikahan yang dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo (Kutipan
Akta Nikah Nomor : 0245/075/IV/2018 tertanggal 30 April 2018).
2. Bahwa  setelah  pernikahan  tersebut  Pemohon  dengan  Termohon
bertempat  tinggal  dirumah  kediaman  bersama  di  rumah  orang  tua
Pemohon  di  Dukuh  Beran,  RT.  05/  RW.  01,  Desa  Karanganyar,
Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo selama 5 hari.
3. bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum
pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (Qobla dukhul). 
4. Bahwa  pernikahan  antara  Pemohon  dan  Termohon  terjadi  karena
faktor perjodohan dan Pemohon tidak begitu mengenal Termohon secara
baik  tentang  keadaan  dan  kepribadian  Termohon  karena  sebelum
terjadinya  pernikahan,  orang  tua  Termohon  tidak  pernah  menerangkan
bahwa Termohon dalam keadaan tidak selayaknya seorang perempuan
yang normal dan Pemohon belum bertemu sama sekali dengan Termohon
sedang Termohon hanya dikenalkan sebagai  seorang perempuan yang
pemalu. 
5. Bahwa sesaat setelah terjadi pernikahan diketahui, ternyata Termohon
dalam kondisi yang tidak sebagaimana selayaknya seorang perempuan
yang normal/ keba yakan, yakni Termohon berperilaku tidak sebagaimana
orang  yang  normal  dan  Termohon  sering  duduk  termenung  dalam
pandangan kosong. 
6. Bahwa  dengan  keadaan  tersebut,  Pemohon  merasa  tertipu  karena
Pemohon baru mengetahui keadaan Termohon setelah pernikahan  (ijab
qobul) berlangsung. 
7. Bahwa oleh karena keadaan pada diri Termohon tersebut, Pemohon
bersama keluarga memasrahkan dan memulangkan Termohon ke rumah
orang tua Termohon dengan alamat sebagaimana tersebut di atas yang
hingga sekarang berlangsung selama 4 hari.
hal 2 dari 13 Put No 541/Pdt.G/2018/PA.Skh.
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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8. Bahwa oleh karena itu, pernikahan antara Pemohon dengan Termohon
telah  melanggar  ketentuan  pasal  72  ayat  (2)  KHI,  yaitu  adanya  unsur
penipuan keadaan diri Termohon. 
9. Bahwa  Pemohon  sanggup  membayar  seluruh  biaya  perkara  yang
timbul akibat perkara ini. 
Berdasarkan  alasan/  dalil-dalil  di  atas,  Penggugat  mohon  kepada  Ketua
Pengadilan Agama Sukoharjo Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan
mengadili  perkara  ini,  selanjutnya  menjatuhkan  penetapan  yang  amarnya
berbunyi :
PRIMAIR : 
1. Mengabulkan permohonan Pemohon. 
2. Menetapkan,  membatalkan  perkawinan  antara  Pemohon  dengan
Termohon  yang  dilangsungkan  di  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan
Grogol, Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 30 April 2018.
3. Menyatakan  batal  dan  tidak  berkekuatan  hukum  Kutipan  Akta
Nikah Pemohon dan Termohon  Nomor :  0245/075/IV/2018 tertanggal 30
April  2018 yang dikeluarkan  oleh  Pegawai   Pencatat   Nikah  Kantor
Urusan  Agama Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum 
SUBSIDAIR : 
Atau menjatuhkan putusan penetapan lain yang seadil-adilnya 
Menimbang,  bahwa  pada  hari  persidangan  yang  telah  ditetapkan,
Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak pernah hadir  dan tidak
pula  menyuruh  orang  lain  untuk  hadir  sebagai  wakil  atau  kuasanya,
meskipun menurut relaas panggilan nomor 541/Pdt.G/2018/PA.Skh. Majelis
Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti untuk memanggil orang tua
Termohon dengan 3 kali panggilan secara resmi dan patut oleh Pengadilan
Agama  Sukoharjo,  sedang  tidak  ternyata  bahwa  ketidakhadirannnya  itu
disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Termohon tidak dapat
didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya
hal 3 dari 13 Put No 541/Pdt.G/2018/PA.Skh.
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
Ma
hk
am
ah
 Ag
un
g R
ep
ub
lik
 In
do
ne
sia
Ma
hk
am
ah
 Ag
un
g R
ep
ub
lik
 In
do
ne
sia
Ma
hk
am
ah
 Ag
un
g R
ep
ub
lik
 In
do
ne
sia
Ma
hk
am
ah
 Ag
un
g R
ep
ub
lik
 In
do
ne
sia
Ma
hk
am
ah
 Ag
un
g R
ep
ub
lik
 In
do
ne
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Termohon;
Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim
telah  berusaha  menasehati  Pemohon  agar  tetap  mempertahankan  ikatan
perkawinannya  dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu
pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang
isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;
          Menimbang,  bahwa  untuk  meneguhkan  dalil  permohonannya,
Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:
a. Fotocopy  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  nama  Pemohon yang  di
keluarkan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Sukoharjo  Nomor
3311010805740001, tanggal 25 Agustus 2012, telah diberi meterai cukup,
dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dengan aslinya
diberi tanda P.1;
b. Fotocopy Kutipan Akta nikah Pemohon  yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan  Agama  Kecamatan  Grogol,  Kabupaten  Sukoharjo Nomor  :
0245/075/IV /2018 , tanggal 30 April 2018 telah diberi meterai cukup dan
telah  dicocokkan  dengan  aslinya  yang  ternyata  cocok  dengan  aslinya,
diberi tanda P.2;
         Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan
saksi-saksi sebagai berikut:
1.  SAKSI 1,  umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta pengrajin
gamelan,   tempat  tinggal   di  Dusun  Batusari  Rt.03  Rw.05,  Desa
Punduhsari,  Kecamatan  Manyaran,  Kabupaten  Wonogiri, memberikan
keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
----------------------------------------------------------------------------------------------
Bahwa  saksi  Kenal  Pemohon  sejak  kecil  sebagai  saudara  sepupu
Pemohon  dan  kenal  dengan  Termohon  sejak  menikah   dengan
Pemohon;
hal 4 dari 13 Put No 541/Pdt.G/2018/PA.Skh.
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
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----------------------------------------------------------------------------------------------
Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah  sekitar
April  2018  di  Grogol,  Sukoharjo,  saksi  hadir,  yang  menikahkan
petugas dari  Kantor  Urusan Agama Kecamatan Grogol  dan syarat-
syarat nikahnya sudah dilengkapi;
----------------------------------------------------------------------------------------------
Bahwa Setelah menikah Pemohon dengan Termohon, tinggal bersama
di  rumah  orang  tua  Pemohon  selama  4  hari,  kemudian  Termohon
dikembalikan kerumah orang tua Termohon oleh Pemohon ditemani
oleh Ketua Rt. /Rw.,  dan saksi;
----------------------------------------------------------------------------------------------
Bahwa  penyebab  dipulangkannya  Termohon  kepada  orangtuanya
karena Pemohon setelah terjadi pernikahan merasa tertipu, Termohon
seperti orang tidak waras, diam saja, tidak bisa berinteraksi dengan
orang lain, Termohon tidak mengenal malu Termohon makannya tidak
terkendali, seperti bukan kemauannya sendiri,;
----------------------------------------------------------------------------------------------
Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon awalnya dijodohkan oleh
teman  Pemohon  dan  sebelumnya  Pemohon   belum  mengenal
Termohon;
----------------------------------------------------------------------------------------------
Bahwa Sebelum menikah Pemohon sekali  bersilaturahmi ke rumah
orang  tua  Termohon,  melihat  Termohon  menyajikan  minuman
kemudian masuk rumah, kata orang tua Termohon, Termohon seorang
pemalu;
----------------------------------------------------------------------------------------------
Bahwa  sikap  orang  tua  Termohon  saat  menerima  penyerahan
Termohon  orang  tua  Termohon  menerima  dengan  baik-baik  saja,
orang tua Termohon mengakui  Termohon ada gangguan jiwa/strees
sampai sekarang;
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----------------------------------------------------------------------------------------------
Bahwa  keluarga  sudah  berusaha  berulangkali  mendamaikan
Pemohon  dan  Termohon  karena  Termohon  tidak  bisa  berinteraksi
dengan  orang  lain,  maka  Pemohon  tidak  sanggup  melanjutkan
perkawinannya dengan Termohon;
2.  SAKSI 2,  umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta pengrajin
gitar,   tempat tinggal  di  Dusun Pandaan  Rt.02 Rw.01, Desa Pondok,
Kecamatan  Grogol,  Kabupaten  Sukoharjo,  memberikan  keterangan  di
bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
----------------------------------------------------------------------------------------------
Bahwa saksi adalah saudara sepupu dua kali dengan  Pemohon dan
kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
----------------------------------------------------------------------------------------------
Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah  sekitar
April  2018  di  Grogol,  Sukoharjo,  saksi  hadir,  yang  menikahkan
petugas dari  Kantor  Urusan Agama Kecamatan Grogol  dan syarat-
syarat nikahnya sudah dilengkapi;
----------------------------------------------------------------------------------------------
Bahwa Setelah menikah Pemohon dengan Termohon, tinggal bersama
di  rumah  orang  tua  Pemohon  selama  4  hari,  kemudian  pada  hari
kelima  Termohon  dikembalikan  kerumah  orang  tua  Termohon  oleh
Pemohon ditemani oleh Ketua Rt. /Rw;
----------------------------------------------------------------------------------------------
Bahwa  penyebab  dipulangkannya  Termohon  kepada  orangtuanya
karena Pemohon setelah terjadi pernikahan merasa tertipu, Termohon
seperti orang tidak waras, diam saja, tidak bisa berinteraksi dengan
orang lain, Termohon tidak mengenal malu Termohon makannya tidak
terkendali, seperti bukan kemauannya sendiri,;
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----------------------------------------------------------------------------------------------
Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon awalnya dijodohkan oleh
teman  Pemohon  dan  sebelumnya  Pemohon   belum  mengenal
Termohon;
----------------------------------------------------------------------------------------------
Bahwa  sikap  orang  tua  Termohon  saat  menerima  penyerahan
Termohon  orang  tua  Termohon  menerima  dengan  baik-baik  saja,
orang tua Termohon mengakui  Termohon ada gangguan jiwa/strees
sampai sekarang;
----------------------------------------------------------------------------------------------
Bahwa Sebelum menikah Pemohon sekali  bersi aturahmi ke rumah
orang  tua  Termohon,  melihat  Termohon  menyajikan  minuman
kemudian masuk rumah, kata orang tua Termohon, Termohon seorang
pemalu;
----------------------------------------------------------------------------------------------
Bahwa  keluarga  sudah  berusaha  berulangkali  mendamaikan
Pemohon  dan  Termohon  karena  Termohon  tidak  bisa  berinteraksi
dengan  orang  lain,  maka  Pemohon  tidak  sanggup  melanjutkan
perkawinannya den an Termohon;
Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan keterangan kedua orang
saksi tersebut di atas, Pemohon  mencukupkannya dan  menyatakan tidak
lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;
        Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk
segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara
ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;
TENTANG HUKUMNYA
        Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana yang tersebut di atas;
Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor
9 tahun 1975 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Majelis
Hakim  pun  telah  meemrintahkan  Jurusita  Pengganti  untuk  memanggil
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orangtua Termohon   tetapi tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya
ke  persidangan  dan  ketidakhadirannya  tersebut  bukan  disebabkan  oleh
halangan yang sah, maka persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya
Termohon;
Menimbang,  bahwa  perkara  ini  termasuk  bidang  perkawinan,  oleh
karena  itu  sesuai  dengan  ketentuan  pasal  49  ayat  (1)  huruf  (a)  Undang
Undang Nomor 7 tahun 1989,  yang telah diubah terakhir  dengan Undang
Undang Nomor 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadi kewenangan absolut
Pengadilan Agama Sukoharjo;
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P.2  ternyata  antara  Pemohon
dan  Termohon  telah  melangsungkan  penikahan  tanggal  30  April  2018
sebagaimana  tercatat  di  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Grogol
Kabupaten  Sukoharjo  sebagaimana  kutipan  Akta  Nikah  Nomor
0245/075/IV/2018  tertanggal  30  April  2018,  dengan  adanya
hubungan  hukum  sebagai  suami  dan  istri  tersebut  ,  maka
berdasarkan Pasal 23 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo.
27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 19975 Jo. Pasal 72  ayat
(2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berkapasitas sebagai subyek hukum
untuk mengajukan perkara ini;
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 Pemohon telah tepat
mengajukan permohonan Pembatalan Nikah tersebut ke Pengadilan Agama
Sukoharjo  yang  mewilayahi  tempat  berlangsungnya  perkawinan  antara
Pemohon dan  Termohon,  permohonan  ini  telah  sesuai  dengan  ketentuan
Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. 38 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 19975 Jo. Pasal 74  ayat (1) Kompilasi Hukum
Islam, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Sukoharjo;
 Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh- sungguh
mendamaikan  dengan  menasehati  Pemohon  di  setiap  persidangan  agar
mengurungkan  niatnya  untuk  membatalkan  pernikahannya  sebagaimana
diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal
82  UU  Nomor  7  Tahun  1989,  akan  tetapi  usaha  tersebut  tidak  berhasil
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sampai putusan ini dijatuhkan;
Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon
dapat  disimpulkan  bahwa  Pemohon  dalam  mengajukan  Permohonan
pembatalan  nikah  telah  mendalilkan  alasan  yang  pada  intinya  sebagai
berikut:
-  Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  telah  melangsungkan  pernikahan
pada tanggal  30 April 2018 di  hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan  Grogol Kabupaten Sukoharjo , sebagai mana
Kutipan  Akta  Nikah  Nomor   0245/075/IV/2018  tertanggal  30  April
2018;
-  Bahwa  sejak  kenal  Termohon  sampai  dengan  saat  ini  (setelah
nikah),Pemohon  belum  pernah  melakukan  hubungan  sex  dengan
Termohon (qobla dukhul);
- bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon terjadi karena
faktor perjodohan dan Pemohon tidak begitu mengenal Termohon
secara baik tentang keadaan dan kepribadian Termohon. oleh orang
tua Termohon hanya dikenalkan Termohon sebagai perempuan yang
punya sifat pemalu; 
-  Bahwa setelah aqad nikah Termohon menunjukkan hal-hal yang aneh,
Termohon berperilaku tidak sebagaimana orang yang normal dan
Termohon sering duduk termenung dalam pandangan kosong, suka
makan tidak terkendali seperti bukan kehendaknya sendiri;
- Bahwa  oleh  karenanya  Pemohon  merasa  tertipu  dengan  keadaan
Termohon  tersebut,  karena orang  tua Termohon  tidak  menjelaskan
sebelumnya dan berusaha menutup-nutupi  keadaan tersebut,  sehingga
telah memenuhi unsur penipuan yang tercantup Pasal 72 (2) Kompilasi
Hukum Islam;
- Bahwa  pada  hari  kelima  setelah  akad  nikah Pemohon  bersama
keluarga  memulangkan  dan  memasrahkan  Termohon  ke  rumah
orang tua Termohon, dan orangtua Termohon menerimanya;
Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan
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serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah
membenarkan  dalil-dalil  Permohonan  Pemohon,  namun  demikian  Majelis
Hakim masih perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran
yang lebih meyakinkan;
Menimbang,  bahwa  semua  alat  bukti  tertulis  yang  diajukan  oleh
Pemohon telah memenuhi syarat-syarat alat bukti karenanya dapat diterima;
Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan  dua orang saksi
di depan persidangan dan ternyata keterangan kedua orang saksi tersebut di
atas, secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain,
serta  mendukung  dalil  Permohonan  Pemohon,  sehingga  telah  memenuhi
syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai
kesaksian  tersebut  dapat  diterima  dan  dapat  dijadikan  sebagai  alat  bukti
yang sah serta menguatkan dalil Permohonan Pemohon;
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  semua  hal  yang  telah
dipertimbangkan  tersebut  di  atas,  Majelis  Hakim  dapat  menemukan  dan
menyimpulkan fakta di persidangan yang pada intinya sebagai berikut:
a.  Bahwa  Pemohon dan  Termohon  telah  melangsungkan  pernikahan
pada  hari  Senin  tanggal  30  April  2018 di  hadapan  Pegawai  Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan  Grogol Kabupaten Sukoharjo ,
sebagai mana Kutipan Akta Nikah Nomor  0245/075/IV/2018 tertanggal
30 April 2018;
b.  Bahwa  sejak  kenal  Termohon  sampai  dengan  saat  ini  (setelah
nikah),Pemohon  belum  pernah  melakukan  hubungan  sex  dengan
Termohon;
c.  Bahwa  setelah aqad  nikah  Termohon menunjukkan  hal-hal  yang
aneh,  Termohon berperilaku tidak sebagaimana orang yang normal
dan Termohon sering duduk termenung dalam pandangan kosong,
suka makan tidak terkendali seperti bukan kehendaknya sendiri dan
hal  tersebut  berusaha ditutupi  oleh  keluarga  Termohon agar  Pemohon
tidak mengetahui keadaan Termohon sebenarnya;
hal 10 dari 13 Put No 541/Pdt.G/2018/PA.Skh.
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
Ma
hk
am
ah
 Ag
un
g R
ep
ub
lik
 In
do
ne
sia
Ma
hk
am
ah
 Ag
un
g R
ep
ub
lik
 In
do
ne
sia
Ma
hk
am
ah
 Ag
un
g R
ep
ub
lik
 In
do
ne
sia
Ma
hk
am
ah
 Ag
un
g R
ep
ub
lik
 In
do
ne
sia
Ma
hk
am
ah
 Ag
un
g R
ep
ub
lik
 In
do
ne
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas,  maka
majelis  berpendapat  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bahwa
keluarga  Termohon  telah  dengan  sengaja  menutup-  nutupi  keadaan  diri
Termohon yang  tidak norma/ tidak waras/memgalami gangguan jiwa pada
saat pernikahan, sehingga pernikahan tersebut mengandung unsur penipuan
terhadap keadaan diri Termohon;
Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana
tersebut  di  atas,  ternyata  Pemohon  merasa  tertipu  dan  tidak  dapat
melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon, karena hal tersebut sangat
mengganggu  batin Pemohon,oleh  karena  itu  majelis  menilai  jika  rumah
tangga Pemohon dan Termohon tetap diteruskan maka kemadlaratan yang
akan  menimpa  keduanya,  oleh  karena  itu  menyelamatkan  mereka  dari
keadaan tersebut melalui pembatalan pernikahan merupakan tindakan yang
lebih  baik  dan  maslahat  bagi  keduanya  daripada  tetap  mempertahankan
perkawinan mereka;-
Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon beralasan dan tidak
melawan  hukum,  maka  berdasarkan  ketentuan  Pasal  125  ayat  (1)  HIR,
Termohon  dinyatakan  tidak  hadir  dan  permohonan  Pemohon dapat
dikabulkan dengan verstek; 
Menimbang,  bahwa berdasarkan pertibangan-pertimbangan tersebut
di  atas,  maka  majelis  berkesimpulan  bahwa  permohonan  Pemohon  telah
cukup alasan untuk melakukan pembatalan nikah sesuai dengan pasal 27
ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 72 ayat (2) Inpres
Nomor  1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi  Hukum  Islam,  oleh  karena  itu
permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;
Menimbang, bahwa berdasarkan  pasal 28 ayat (1)  Undang- Undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 74 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, batalnya
perkawinan  antara  Pemohon dan  Termohon  terhitung  setelah  putusan  ini
mempunyai  kekuatan  hukum  yang  tetap  dan  berlaku  sejak  saat
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berlangsungnya perkawinan;
Menimbang,  bahwa  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  0245/075/IV/2018
tertanggal 30 April 2018 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan
memerintrahkan  kepada  Pemohon untuk  melaporkan isi  Penetapan  ini ke
Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Grogol,  Kabupaten  Sukoharjo untuk
dilakukan pencabutan terhadap Kutipan Akta Nikah tersebut;
Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang
Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;
Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI
1.  Menyatakan  Termohon  yang  telah  dipanggil  secara  patut  untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
2.  Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Membatalkan pernikahan Pemohon  (PEMOHON) dengan  Termohon
(TERMOHON) yang dilaksanakan pada hari Senin  tanggal  30 April 2018
di  hadapan   pegawai  Kantor  Urusan  Agama   Kecamatan  Grogol,
Kabupaten  Sukoharjo  dengan  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor
0245/075/IV/2018 tertanggal 30 April 2018;
4. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 0245/075/IV/2018 tertanggal
30 April 2018 tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Memerintrahkan kepada Pemohon untuk melaporkan isi Penetapan ini 
ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.
6.  Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara 
sejumlah  Rp.591.000,- (Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
Demikian putusan ini dijatuhkan  pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018
Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1439 Hijriyyah, berdasarkan
permusyawaratan  Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo yang terdiri
dari   Dra.Hj.Ufik  Nur  Arifah  Hidayati,  MSI  sebagai  Ketua  Majelis, 
Drs.  Amirudin,  SH dan Drs.  H Panut sebagai  Hakim-Hakim Anggota serta
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diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk
umum  dengan  didampingi   oleh  para  Hakim  Anggota  dan dibantu oleh  
H Tukino, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan
diluar hadirnya Termohon;
Ketua Majelis
         Dra. Hj. UFIK NUR ARIFAH HIDAYATI, MSI.
Hakim Anggota I                          Hakim Anggota II
Drs. AMIRUDIN , SH                                   Drs. H PANUT
        Panitera Pengganti
        H TUKINO, SH.
Perincian Biaya Perkara :
1. Pendaftaran                                                : Rp   30.000,-
2. Biaya Proses                                              : Rp   50.000,-
3. Panggilan                                                    : Rp.500.000,-
4. Redaksi                                                       : Rp     5.000,-
5. Meterai                                                        : Rp     6.000,-
   Jumlah                                                           Rp 591.000,-
(Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
Nama     : Niken Wulandari 
Jenis Kelamin   : Perempuan  
Tempat, Tanggal Lahir  : Pati, 13 Agustus 1996 
Agama    : Islam  
Alamat    : Ds. Badegan RT.01/RT.01 Kec. Margorejo  
  Kab. Pati 
Nama Ayah   : Ramtono  
Nama Ibu    : Sunarsih 
Riwayat Pendidikan   : 
1. SD Negeri Badegan 02   Lulus  Tahun 2008 
2. SMP Negeri 2 Margorejo   Lulus  Tahun 2011 
3. SMK Bani Muslim    Lulus  Tahun 2014 
4. IAIN Surakarta    Tahun Masuk 2015  
Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya. 
 
Surakarta, 4 November 2019 
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